‘ SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT

NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNLUR PAPUA BARAT,

bhahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 77 ‘Tahun 2020 tentang Pedoman

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menctapkan

Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja

Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dart Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah;

1.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 lentang
Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian
Jaya Baral, Kabupaten Panisi, Kabupaten Mimika,
Kabupaten Puncak Jaya Dan Kola Sorong (Lembaran
Mepara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173,
Tambahan Lembaran Negara Republik  Indoncsia
Nomor 3894) schagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 lentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun
1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah,



3.

Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai,
Kabupaten Mimika, kabupaten Puncak Jaya Dan Kola
Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3960);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonorni Khusus Bagi Provinsi Papua  [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi
Papua (Lcmbaran Negara Republik Indoncsia Tahun
2008 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6697;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 f{centang
Keuangan Negara (lLembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik [ndonesia Nomor 4286] sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijukan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem
Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 [Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6485];

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabililas Sistem
Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus



Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perckonomian Nasional Danj/Atau Stabilitas Sistem
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6485);

Undang-Undang WNomor 15 Tahun 2004 ieniang
Pemeriksaan Pengelolaan Dan  Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lemmbaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 660, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukat Peraturan Perundang-undangan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor #2, Tambzhan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234 schagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Unulang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Alas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801j;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tlentang
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali Llerakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6373);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan {Lembaran Negar Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
sebagaimana lelah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
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12.

14.

Megara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6537 3);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tenlang
Hubungan Kecuangan Anilara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara KRepublik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Kepublik Indonesia Nomor 6757);

Peraturman Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah ([Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51635
Peraturan Pemcrinigh Nomor 2 Tahun 2012 tentang
libah Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan lLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraluran Pemerintah Nomor 12 Tabun 2017 tentang
Pembinaan dan  Pengawasan — Penyelenggaraan
Pemerintghan Daerah ([Lembaran Negara HRepublik
Indonesia Tahun 2017 Nomeor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 fentang
Pengadaan Barang/.Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun 2018  Nomor  33)
sebagaimana tclah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/.Jasa Pemerintah {(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (13erita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan @ TATA CARA  PENGELOLAAN  DELANJA HIBAH T3AN

BANTUAN SO0OSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN IDAN BELANJA DAERAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

F.u'l

Daerah adalah Provinsi Papua Barat.

Pemerint:zh Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua Baral.

Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden
Republik Indoncsia yvang memegang kekuasaan Pemernniahan Negara
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Gubernur adalah Gubernur Papua Baral.

Sekretaris Dacrah adalah Sekretans Daerah Provinsi Papua Barat.
Dewan Perwakilan Rakyal Papua Barat yang sclanjutnya discbui DFRFD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Darat,
Perangkat Dacrah yang sclanjutnya disingkat PD  adalah unsur
pembantu  Gubernur dan DPRPB  dalam penyelenggarasn  Urusan
Pemerintahan yvang menjadi kewenangan Daerah.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban dacrah dalam
rangka penvelenggaraan Pemerintahan Dacrah yang dapat dinilai dengan
uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan
dengan hak dan kewajiban Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang sclanjuinya disinglat
APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintaban negara yang
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjulnya disingkat

11.

APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRPB, dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah,

Pengelolaan keuangan dacrah adalah  keseluruhan kegiatan yang
meliputi  perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
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Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat FPKD
adalah Kepala Badan Pengelolaan Kevangan dan Aset Daerah yung
mempunyai ugas melaksanakan pengelolaan APBD) dan  bertindak
sebagai Bendahara Umum Daerah.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Dacrah yang selanjuinya disingkat
SKI'KD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dacrah Provinsi
Papua Baral vang melaksanakan pengelolaan APBD.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disinglkat SKPD adalah
Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Papua Barat selaku
penggun:a anggaran /barang.

Tim Anggaran Pemcrintah Daerah yvang selanjutnya disingkal TAPD
adalah tim wang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan
dipimpin oleh Sekretaris Dacrah yang mempunyai tugas menyiapkan
seria melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunar
APBD vang anggotanya lerdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan
Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan,

Rencana Kerja dan Anggaran PPKD) yang selanjutnya disingkat KKA-
PIPKD adalah rencana kerja dan anggaran Pejabat Pengelolaan Keouangan
Daerah Provinsi Papua Barat selaku Bendahara Umum Daerah.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPL yvang sclanjutnya disingkat RKA
SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
program, kegiatan dan anggaran SKIPD.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DEA-
SKID merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja sctiap
SKPI} wyang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna
anggaran.

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah dacrah
kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan dacrah,
masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang sccara spesifik telah
ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, seria
tidak secara tecrus menerus yvang bertujuan untuk menunjang
penyelenggaraan urusan pemerintah dacrah.

Bantuan sosial yang selanjutnya discbut Bansos adalah pembernan
bantuan berupa uang/barang dari pemerintah dacrah kepada individu,
keluarga, kelompok dan/atau masvarakat vang sifatnya tidal secara
terus menerus dan selektif vang bertyjuan untuk melindungl dan
kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa vang dapal menimbulkan



potensi terjadinya kerentanan sosial vang ditanggung oleh individu,
keluarga. kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial,
lerisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika
tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak
dapat hidup dalam kondisi wajar.

22. Naskah Perjanjian Tlibah Daerah selanjutnya disinglat NPTD adalah
naskah perjanjian hibah yang bersumber dan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah

Pasal 2
Maksud ditetapkannya pedoman Pemberian 1libah dan Bansos adalah sebagai
pedoman hagl PPKD dan SKPD terkait dalam Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan
Evaluasi Hibah dan Dansos.

imal 3
Penvusunan Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai pedoman  bagi
Femerintah Daerah dalam melaksanakan pemberian Hibah dan Bansos agar
berjalan dengan tertib, lancar tepat guna, tepat sasaran serta scsdai dengan
ketentuan peraluran perundang-undangan.

Pasal 4
Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:
a. Hibah;
b. DBansos;

¢. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
d. monitoring dan cvaluasi pemberian hibah dan bansos yang bersumber
dari APBD .

BAB Il
HIBAH

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5
{1} Pemerintah Daerah dapal memberikan hibah  sesusi  kemampuan
keuangan Daerah.
{2] Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, barang



(3]

(4

(5

6}

atau jasa.

Hibah berupa barang, uang, dan jasa schagaimana dimaksud pada ayat
(2] diberikan oleh SKFD terkait atas nama Guberour.

Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dilakukan setelah
memptrioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan
pilihan.

Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk
menunjang pencapaian sasaran program dan  kegiatan  Pemerintah
Dacrah sesuai urgensi dan kepentingan dacrah dalam mendukung
terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan,
rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakal.

Pemberian hibah schagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria
paling sedikit:

4. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;

b. bersifar tidak wajib, tdak mengikat;

¢c. tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:

1. kepada Pemerintah dalam rangka mendukung penyelenggaraan
pemerintahan  [Daerah  scpanjang  tidak tumpang  tndih
pendanaannya dengan APBN dan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangar.

2. badan dan lembaga vang ditetapkan oleh Pemerintah atau
Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannyva berdasarkan
ketentuan peraturan perundang undangan.

3. partai politik; dan /atau

4. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

d. memberikan nilai manfaal  bagi Pemerintah Dacrah  dalam
mendukung terselenggaranys: l[ungsi pemerintahan, pembangunan
dan kemasyarakatan; dan

e. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 6

Hibah dapat diberikan kepada:

a.
b.

Pemerintah;

Pemeriniah daerah lainnys;
badan usaha milik negara;
hadan usaha milik dacrah;
badan dan lembaga;



f.
E.

(1

(2}

{3

(4]

[

organisasi kemasyarakatan vang berbadan hukum Indonesia; dan
partai politik.

Pasal 7

Hibah kepada Pemerintah schagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf

a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian /lembaga pemerintah

non kementerian yang wilavah kerjanya berada dalam Dacrah Provinsi

Papua Barat.

Hibah kepada pemerintah daecrah lainnya scbagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil

pemekaran daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undanga:n.

Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud

dalam Pasal & huruf ¢ diberikan dalam ranglka untuk meningkatkan

pelayanan kepada masyarakat scsual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah scbagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 hurul d diberikan dalam ranghks unituk meneruskan

hibah yang diterima Pemerintah Dacrah dari Pemerintab sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hibah kepada badan dan lembaga schagaimana dimaksud dalam Pasal

6 hurul e diberikan kepada Badan dan Lembaga:

a. vyang bersifat nirlaba, sukarcla dan sosial yang dibentuk
berdasarkan peraturan perundang-undangan;

b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki
Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam
Negeri, Gubernur atau Bupati/Wali Kota;

¢. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan
berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakal
hukum adat sepanjang masih hidup dan  sesuai dengan
perkembangan  masyarakat, dan  keberadaannya diakui oleh
Pemerintah dan/atau Pemerintah Dacrah melalui pengesahan alau
penietapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala SKPD
terkait sesuai dengan kewenangannya; atau

d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraluran
perundang-undangan dan memenuhi krileria yang ditetapkan oleh

Pemerintah Daerab sesuai dengan kewecnangannya,
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(7}

(2

(9

(10

Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yvang berbadan hukum
Indonesia schagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf o diberikan
kepada organisasi kemasvarakatan yang berbadan hukum, yayasan
atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, perkumpulan
vang telah berdiri minimal sclama 3 (liga) tahun dan mendapatkan
pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan
hukum dan hak asasi manusia sesuail dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Hibah kepada vayasan sebagaimana dimaksud pada ayal (&) meliputi:
a.  yayasan keagamaan; dan
{  wvayasan lainnya yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.
Iibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 huruf e meliputi:
a. badan/lembaga keagamaan; dan
b. badandan lembaga lain yang diterapkan dalam Kepulusan
Gubernur
Hibah kepada Partai Politik adalah belanja hibah berupa pemberian
bantuan kecuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di
DPRPRB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik
sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a

diberikan dengan persyaratan,

Aa.

Hibah dari pemerintah dacrah dilarang tumpang tindib
pendanaannya dengan APBN scsual dengan ketenfuan peraluran
perundang-undangan;

b. Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan

pemerintahan  di  bidang Administrasi Kependudukan dapal
memperoleh Hibah dari pemerintah dacrah untuk penyediaan hlianko
kartu tanda penduduk efektronil;

Penyediaan sctiap keping blangko kartu tanda penduduk elektronik
tidak didanai dari 2 {dua) sumber dana yaitu Hibah AFBD maupun
anggaran pendapatan dan belanja negara; dan

Hibah kepada Pemerintah dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu)
kali dalam tahun berkenaan.



(2]

3]

(4]

melampirkan surat pernyataan bahwa kegiatan yang dilaksanakan tidak
dibiayai oleh APBN atau sumber dana lainnya;

memberikan nilai manfaal bagi Pemerintah [Daerah dalam mendukung
terselenggaranysa ungsi pemerintahan, pembsingunan dan
kemasyarakatan: dan

memenuhi persyaratan pencrima hibah,

Pasal 9

Hibah kepada Badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 6
huruf e diberikan dengan persyaratan:

.

d.

mengajukan surat permohonan / proposal vang memuat paling scdikat:

1. latar helakang;

2. maksud dan tujuan; dan

3. rincian anggaran kegiatan.

kepengurusan bersifat  tetap dan berkelanjutan dengan  masa
kepengurusan masih berlaku dan diketahui oleh lurah atau Kepala
[distrilg

badan dan lembaga yang mempunyai induk organisasi di atasnya
melampirkan surat keputusan pembentukan kepengurusan;

badan dan lembaga vang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-
undangan melampirkan peraturan perundang-undangan tentang
pembentulkannya,

Berkedudukan dalam wilayah Provinsi Papua Barat dan/atau badan dan
lembaga wvang berkedudukan di luar Provinsi Papua Baral dengan
kegiatan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan
Provinsi Papua [3araf;

memiliki surat keterangan domisil dan lurah;

memiliki surat keterangan lerdallar vang diterbitkan SKPD terkait atas
nama Gubernur;

untuk badan dan lembaga vang bersifat nirlaba, sukarcla bersifat sosial
kemasyarakatan  berupa  kelompok — masvarakat/kesatuan-kesatuan
masyarakat hukum adat, memiliki surat pengesahan atau penetapan dari
pimpinan instansi vertikal atau kepala SKPD.

pengesahan atau penctapan darl pimpinan instansi vertikal, diberikan
oleh Kepala Kantor Kementerian yvang wilayah kerjanva berada di Provinsi
Papua Barat;

pengesghan atau penetapan dari kepala SKPD, diberikan oleh Kepala
Badan, Dinas, Kantlor, dan Bagian sesuai dengan tugas pokok dan fungsi



serta kewenangannys;

melampirkan fotokopi KTP atas nama ketua dan bendahara atau schutan
lain;

memilild NFWP organisasi; dan

fotokopi rekening bank atas nama organisasi pada Bank Pembangunan
Daerah Papua.

Pasal 10

Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

6 huruf f diberikan dengan persyaratan:

€.

®m oo oAan

(1]

(2}

mengajukan surat permohoman proposal yang memuat paling sedikit:
1. laiar belakang;
2. maksud dan tujuan; dan
3. rincian anggaran kegiatan.
memiliki surat keterangan terdaftar pada Kementerian hukum dan Hak
Asasi Manusia/Kementerian Agama di masing masing dacrah domisili,
berkedudukan dalam wilayah Provinsi Papua Baraf;
memiliki surat keterangan domisili dari lurah;
memiliki sekretariat telap dengan alamat yang jelas;
memiliki surat keputusan kepengurusan yang masih berlalm;
organisasi kemasyarakatan yang mempunyai induk organisasi di atasnya
melampirkan surat keputusan pembentukan kepengurusan;
memplinyai program kerja sesuai dengan lingkup kegiatannya;
memiliki nomor pokok wajib pajak bagi organisasi;
memiliki rekening bank atas nama organisasi pada Bank Pembangunan
Dacrah Papua; dan
melampirkan folokopi KTP atas nama kelua dan bendahara atau scbutan
lain,
Bagian Kedua
Penganggaran Hibah
Pasal 11

Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait.
Penganggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinei
menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program,
kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi PD terkait.
Pengangaran belanja hibah schagaimana dimaksud pad aayat (1) dirinci
menurut objck, rncian objek., dan sub rincian objek pada program,
kegiatan, dan fungsi Perangkat Daerah terkait.
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Pasal 12
Pemerintah, Pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau
Badan Usaha Milik Daerah, Badan dan Lembaga, serta Organisasi
Kemasvarakatan dapal mengajukan permohonan usulan hibah secara
tertulis kepada Gubernur.
Permohonan usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dapat
juga ditujukan kepada Gubernur melalui kepala PD Llerkait.
Gubernur menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan
hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan bidang
tugas vang diatur dalam Peraturan Gubernur terkait tugas lungsi PD.
Dalam hal alamat permohonan ditwjukan langsung kepada Gubernur
schagaimana dimaksud pada avat (1) maka Gubernur meneruskannya
dengan disposisi kepada kepala SKPD terkait atau kepada Sekretaris
Daerah.
Dalam hal disposisi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
ditujukan kepada sckretaris daerah maka  sckrelaris  daerah
meneruskannya kepada SKPD terkait.

Pasal 13

Permohonan usulan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 avat
{1} dilengkapi dengan dokumen proposal, persyaratan administrasi dan
jika diperlukan dokumen teknis hibah untuk disampaikan dan
diadministrasikan /dicatal melalui bidang yang melaksanakan fungsi
surat masuk pada SKPD terkait,
SKPD terkait scbagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penelitian
kelengkapan permohonan usulan hibah terhadap:
4. proposal;
b. persyaratan adminisirasi; dan
. dokumen teknis usulan hibah, jika diperlukan.
Permohonan usulan hibah dan proposal schagaimana dimaksud pada
ayat (1), dibubuhi cap stempel dan ditundatangani oleh:
a. pimpinan,/ketua/kepala atau sebutan lain instansi/satuan kerja bagi

Pemerintah;
Ir. kepala dacrah bagi pemerintah dacrah lain;
¢, direktur utama atau sebutan lain bagi badan usaha milik daerah;
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d. ketus dan sekretaris atau sebutan lain bagi badan, lembaga; dan

e. ketua dan sekretars atau scbutan lain  bagi organisasi
kemasyarakatan.

Apabila terdapat ketidakscsuaian antara permehonan dengan proposal,

persyaratan  administrasi, dan dokumen  teknis usulan  hihah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1} atau tidak memenuhi kelengkapan

persyaratan secara administratif, maka dikembalilean kepada pemohon

vang bersangkutan.

Penelitian terhadap permohonan hibah dilakukan SKPD lerkait.

Pasal 14

Surat permohonan  dilampirksan dengan  proposal, persyaralan

administrasi dan jika diperlukan, dokumen teknis untuk permohonan

hibah.

Proposal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1] paling sedikit memuat:

a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum Mengenai
fakta dan permasalahan yvang melatarbelakangi dilaksanakannya
kegiatan dan diajukannya usulan hibah oleh calon penerima hilrah;

bh. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan
diajukannys permohonan hibah oleh calon penerima hibah kepada
Pemerintah Daerah;

c. domisili sekretariat (lembags/organisasi kemasyarakatan], berisi
ULrHian tentang keberadaan falamat sekretariat dari
lembaga,/ organisasi kemasyarakatan yang mengajukan usulan hibah
dan nomor telepon yang dapat dihubungi sewaktu-wakiu apabila
dibutuhkan;

d. jenis dan jumiah barang vang dimohon, berisi uraian tentang jenis
dan jumiah barang vang dimohon oleh calon penerima hibah kepada
Pemerintah Provinsi;

e. rencana, wakiu dan tempat pelaksanaan kegiatan yang akan
dilaksanakan oleh calon penerima hibah.

Persyaratan administrasi scbagaimana dimaksud dalam ayat (1] hagi

badan dan lembaga paling sedilat meliputi:

a. memiliki Surat Keterangan Terdaftar dari Menteri, Gubernur, Bups:ali,
Wali Kota atau pengesahan dan/alau penctapan dari Kepala PD atau
Instansi Vertkal;

h. kepengurusan yang masih berlaku yang disahkan oleh instansi
pemerintah yang berwenang;
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c. sural pernyataan tanggungjawab;

d. surat keterangan domisili dari kampung/kelurahan setempat;

e. fotokopi kartu tanda peduduk yang masih berlaku atas nama ketua,
sekretaris dan bendahara atau sebutan lain; dan

f. folokopi rekening bank yang masih aktif atas nama badan/lembaga
calon penerima hibah.

Persvaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1} bagi

organisasi kemasvarakatan paling sedikit meliputi:

a4 bukti telah terdaflar pada kementerian yang membidangi urusan
hukum dan hak asasi manusia, kecuali ditentukan lain oleh
peraturan perundang-undangarn.

b. akta notaris mengenai pendirian atau dokumen lain yang

dipersamakan;

surat pernyataan tangeung jawal;

Nomor Pokok Wajib Pajak;

surat keterangan domisili dan desa/kelurahan setempat;

=~ 0o n

fotokopi kartu tanda peduduk yang masih berlaku atas nama ketua,
sekrelaris dan bendahara atau sebutan lain; dan

g. folokopi rekening bank yang masih aktil alas nama organisasi

masyarakal calon penerima hibah.

Persyaratan dokumen teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi
badan, lembags dan organisasi masyarakal ditetapkan olch SKFD
terkait.

Format proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tlidak terpisahkan dari Peraturan

Fubernur ini.

Pasal 15
Penyampaian permohonan hibah vang untuk dianggarkan dalam APBLD
paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran
sebelumnya.
Penyampaian permohonan hibah untuk barang dianggarkan dalam
APBD paling lambat pada minggu lerakhir bulan September tahun
anggaran sebelumnya.
Penyampaian permohonan hibah wang untuk dianggarkan dalam
Perubahan APBD paling lambat pada minggu pertama bulan Juli tahun
anggaran betjalan.
Penyampaian permohonan hibah barang untuk dianggarkan dalam
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Perubahan APBD paling lambal pada minggu pertama bulan Juni tahun
anggaran berjalan.

Dalam keadasan darural termasuk keperluan mendesak, permohonan
hibah dapat diajukan dalsan tahun anggaran berkenaan.

Bagian Ketiga

Evaluasi Permohonan

Pasal 16
SKPD melakukan evaluasi terhadap usulan permohonan hibah dalam
bentuk uang, barang dan/atau jasa.
SKPD sebagaimana dimaksud pada avat (1) ditetapkan dalam Kepulusan
Gubernur,
SKPD melaksanakan evaluasi terhadap permohonan hibah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} meliputi aspck legalitas, aspek administratif dan
aspek substansi kegiatan, kewajaran dan kepatutan biaya  yang
diusullan.
Evaluasi aspek legalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3] yakni
dengan meneliti kebenaran dan keberadaan calon penerima hibah.
Evaluasi aspek administratil sebagaimana dimaksud pada ayat {3) yakni
dengan meneliti kebenaran dan keberadaan dokumen persyaratan
administrasi schagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayal (3) dan ayat
(4).
Evaluasi aspek substansi keginlan, kewajaran dan kepatutan biaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (3] yakni dengan meneliti kesesuaian
kegiatan yang diusulkan dengan program/kegiatan SKPD dan/atau tidak
tumpang tindih dengan program kecgiatan SKPD serta kewajaran dan
kepatutan alas setiap komponen biaya yang diusulkan berdasarkan
standar biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
atau biaya vang berlaku umum di lingkungan Pemerintah Dacrah.

Fasal 17
Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat {1
menyampaikan  hasil cvaluasi berupa rekomendasi bescrta daftar
nominatif calon penerima hibah dan besaran hibah kepada Gubernur
melalui TAPD.

TAPD memberikan pertimbangan alas rekomendasi schagaimana

dimaksud pada ayat {l] sesuai dengan prioritas dan kemampuan
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keuangan daerah wyang dituangkan dalam Daftar Nominatif dan
disampaikan kepada SKPD terkait.

Alas pertimbangan dan rckomendasi dari TAPD sebagaimana dimalksud
pada ayat {2}, Gubernur memberikan Kepulusan secara tertulis.
Gubernur memiliki kewenangan untuk memberikan persctujuan secara
langsung atas permohonan hibah.

Format hasil evaluasi berupa rekomendast sebagaimana dimaksud pada
ayat (2}, terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian UGdak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 18
Fekomendasi Kepala SKPD, pertimbangan TAPD dan  persetujuan
langsung Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat {1}, ayal
(2) dan ayat (4] menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah
dalam rancangan APBD/APBD-P
Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1],
meliputi anggaran hibah berupa uang, barang dan/atau jasa.
Format hasil pertimbangan TAPD belanja hibah sebagaimana dimalsud
pada avat (1}, terlampir dalam Lampiran vang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 19
Hibah berupa uang, barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar
penganggaran hibah dalam APBI.
Penpanggaran  hibah  sebagaimana dimaksud pada aval (2] sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20)
Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah lercanium
dalam Lampiran Peraturan Gubertiur tentang Penjabaran APEI.
Format Lampiran Peraturan Gubermnur sebagaimana dimaksud pada ayal
(1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, sebagal bagian
yvang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur tentang Penjabaran
AFPBIY,



Bagian Kelima
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Maragral 1

Pelaksanaan

Pasal 21

Pelaksanaan angearan hibah berdasarkan atas DPA SKPD.
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Pasal 22
Setiap pemberian hibah ditiangkan dalam NPHD yang ditandatangani
bersama oleh Kepala PID dan penerima hibah,
NPHI? sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat
ketentuan mengenai:
pemberi dan penerima hibah;
tujuan pemberian hibah;
besaran /rncian penggunaan hibah yang akan diterima;
hak dan kewajiban;
tata cara penyaluran, penyerahan hibah; dan

- oo op 0 o

tata cara pelaporan hibah dan Pertanggungjawaban Hibah.
Gubernur melimpahkan kewcenangan kepada pejabat di SKPD terkait
yang memberikan rekomendasi terhadap wusulan hibah  untuk
menandatangani NPHID.

NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat {1) berdasarkan pada
Penjabaran APBD dan DPA serta Keputusan OGubernur lenlang
penetapan pencrima hibah.

NPHD disusun oleh SKPD terkait vang memberikan rekomendasi.

NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2
(duaj, bermaterai cukup.

Format NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1} tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Cubernur mi.

Pasal 23
Gubernur menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau
jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan
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Gubernur berdasarkan Peraturan Dacrah tentang APBD dan Peraturan
wubernur tentang penjabaran APBD.

Duflar penerima hibah sebagaimana ditmaksud pada ayat (1) menjadi
dasar penyaluran/penyerahan hibah.

Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemeriniah Daerah kepada penerima
hibah dilakukan sectelah penandatanganan NPHD.

Pasgl 24

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 ayat (1) berpedoman pada ketentuan perafuran perundang-

undatigan.
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Pasal 25
SKPD pemberi rekomendasi penganggaran hibah menyiapkan rancangan
Keputusan Gubernur tentang daftar penerima hibah dalam bentuk
uang/barang/jasa sesuai bidang lugasnya berdasarkan Peraturan
Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran
APBD serta mengajukan draft terscbul kepada Gubernur melalui Biro
Hukum Sekretariat Dacrah Provinsi Papua Baral.
SKIPD terkait memberitahukan kepada calon penerima hibah tentang
anggaran belanja hibah vang akan diberikan sesuai dengan Peraluran
Dacrah tentang APBD, Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD
dan Keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penerima hibah
dalam hentuk uang/barang/ jasa.
Penyiapan rancangan NPHD dan penandatanganan NPHD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 ayat [3) disusun berdasarkan hasil cvaluasi
usulan pencairan dana hibah dari penerima hibah yang telah ditetapkan
dalam Keputusan Gubernur,
Rancangan NPHD) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diverifikasi oleh
SKI'D terkait pembern rekomendasi meliputi
a.  kesesuaian pagu anggaran dengan usulan pencairan;
h. kesesuaian rencana penggunasn dana dengan  kegiatan yang
diusulkan;
¢. kewajaran dan kepatutan biaya yang akan digunakan berdasarkan
starular biaya vang berlaku atau biaya yang berlaku umum di
lingkungan Pemerintah Dacrah;

d. kebenaran dokumen pencairan.
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Penatausahaan

Pasal 26
Tata cara penatausahaan pelaksanaan belanja hibah dalam bentuk uang dan
barang/jasa berpedoman pada Peraturan Gubernur tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah yvang berlaku di  Ingkungan
Pemerintah Provinsi Papua Barat,

Pasal 27
Penerima belanja hibah berupa uang maupun barang/jasa bertanggungjawab
sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan haik

substansi maupun materiil.

Bagian Keenam
Pencairan Hibah Berupa Uang

Pasal 28

(1} Pencairan hibah berupa uang didasarkan pada DPA/Perubaban DPA-
SKPD dan NPHD.

(2} Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme
pembayaran langsung dan disalurkan melalui rekening Kas Umum
Naerah ke rekening bank penerima hibah.

[3) Pencairan hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayal (2], terlchih dahulu diteliti administrasi kelengkapan dokumen
penerima hibah oleh Bendahara SKP1 dan PPK-8KFPD.

{4] Dalam hal pcmbayaran belanja hibah berupa wang dengan nilai di atas
Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah), dapat dilakukan
secara bertahap.

(5] DPelaksanaan pembayaran tahap berikutnya dilakukan setelah pencrima
belanja hibah menyuampaikan laporan penggunaan belanja hibah tahap
sehelumnya kepada Gubernur melalui SKPD dengan lembusan kepada
FPKD.
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Masal 29
Penerima hibah berupa uang mengajukan permohonan pencairan kepada
CQubernur melalui SKPD terkait pemberi rekomendasi dengan format
schagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian vang
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Proses pencairan hibah berupa uang dilaksanakan oleh SKPD terkait
berdasarkan sural/nota  permintaan  penerbitan 8PP dan  SPM
sehagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melengkapi persyaratan
administrasi melipati:
4. Hibah untuk Pemerintah dan pemerintah daerah lain, terdiri dari:

1. surat permohonan pencairan hibah;

2 sgalinan Nomor Pokok Wajib Pajak;

3. salinan surat keputusan penunjukan sebagai PA/KPA dan
Bendahara kantor;

4. salinan KTP yang masih berlaku atas nama pimpinan instansi,
atau Kepala Dacrah, dan Bendahara yang dilegalisir oleh Kepala
Distrik setemnpat;

5. salinan rckening bank yang masibh aktif atas nama instansi
dan/atau rekening Kas Umum Daerah lainnya;

6. salinan  pembukaan  rekening  bank  atas  nama/bagi
Kementerian MNegara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja, yang
mendapat pengesahan oleh Kementerian Keuangan;

7.  NPII,

8. kuitansi rangkap 4 (empat), bermaterai cukup, ditandatangani
dan dibubuhi cap stempel instansi serta dicantumkan nama
lengkap pimpinan instansi atau Kcpala Daerah;

9. pakta integritas yang ditandatangani dan bermaterai cukup;

10. surat pernyataan tanggung jawab mutlak penggunaan belanja
hibah; dan

Il. surat pernyataan SKPD terkait bahwa telah melaksanakan
evaluasi usulan pencairan hibal

b. Hibah untuk Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah,
terdiri dari:

1. surat permohonan pencairan hibah;

2. salinan Nomor Pokok Wajib Pajak;

3. salinan KTP yang masih berlaku atas nama pimpinan
perusahaan  daerah atau perseroan, dan Bendahara yang
dilegalisir olch Kepala Disrik sctempat;
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4. NPHD;

. salinan rekening bank yang masib akil atas mama perusshaan
daerah atau perseroan penerima hibah;

6. kuitansi rangkap 4 {empat), bermaterai cukup, ditandatangani
dan dibubuhi cap perusahaan daerah atau perseroan penerime
hibah;
pakta integritas yang ditandatangani dan bermateral cukup;
surat pormyataan tanggungjawab mutlak penggunaan belanja
hibah; dan

9. sural pernvataan SKPD bahwa tclah miclaksanakan cvaluasi
usulan pencairan hibah.

¢. Hibah untuk badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan vang
berbadan hukum Indonesia paling sedikil terdin dari:

1. sural permohonan pencairan hibah yang diketahui oleh Kepala
Kampung,/Lurah dan Kepala Distrik;

2. fotokopi KTP wyang masih berlaku atas nama pimpinan
badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan, dan Bendahara
vang dilegalisasi oleh Kepala Distrik setempat;

3. fotokopi Nomor Pokok Wajib DPajak hagi organisai
kemasvarakatan;

4. fotokopi rekening bank yang masih aktif atas nama badan,
lembaga dan organisasi kemasyarakatan vang dilegalisasi,

5. NPHD;

6. kuitansi rangkap empat. bermaterai cukup, ditandatngani
ketua/pimpinan dan bendahara organisasi kemasvarakatan
dan dibubuhi cap organisasi serla dicaniumkan nama lengkap
Ketua/Pimpinan dan Bendahara;

7.  pakta integritas yang ditandatangani dan bermaterai cukup;
surat pernyvataan tanggung jawab mullak penggunaan belanja
hibah; dan

9.  syurat permysalaan SKPD bahwa felah melaksanakan evaluasi
usulan pencairan hibah.

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada avat (2] secara
rinci diatur dalam Standar Operasional Prosedur yang diterbitkan oleh
BLITH.

Berdasarkan SPM, Kuasa BUD menerbitkan SP2D belanja hibah.
Penerbitan SPM, dan 35P2D sebagaimana dimaksud pada ayat (4],

dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan,



Pasal 30

PPenerima hibah berupa uang berlanggung jawab sepenuhnya sccara formal

atas kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan Kepada Pemerintah

Daerah dan juga bertanggung jawab sccara material atas penggunaan hibah

yang diterimanya.
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Bagian Ketujuh
Penyaluran Hibah Berupa Barang atau Jasa

Pasal 31

SKPD terkait melakukan proses pengadaan barang atau jass sesuai
DPA/Perubahan DPA-SKPD dengan berpedoman pada  ketenfuan
peraturan perundang-undangan tentang  pengadaan  barang/jasa
pemerintah.
Pembayaran belanja langsung berupa hibah barang atau jasa dilakukan
dengan mekanisme UP/GU/TU/LS kepada penyedia barang/jasa dan
mempedomani sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang
berlalo.
Penyerahan hibah barang atau jasa dilakukan oleh Kepala SKP'D terkait
kepada penerima hibah, setelah dilenghkapi persyaralan sebagai berikut:
a. bagi hibah untuk Pemerintah dan pemcrintah daerab lain, terdin

atas:

1. berita acara serah terima rangkap cmpat, bermaterai cukup,
ditandatangani dan dibubuhi cap instansi atau Dacrah lainnyva
serta dicantumkan nama lengkap pimpinan instansi atau
Kepala Daerah;

NPHD;
folokopi KT atas nama pimpinan instansi atau Kepala Daerah
penerima hibah; dan

4. surat pernvataan tanggung jawab mutlak.

b. Hibah untuk Badan Usaha Milik Daerah, terdiri atas:

1. Berita Acara Serah Terima rangkap empat, bermaterai cukup,
ditandatangani dan dibubuhi cap perusahasn daerah atau
perseroan serla dicantumkan nama lengkap direksi;

ha

NPHI;
3. salinan KTP atas nama direksi perusahaan dacrah atau
perScroan;

4, surat pernyvataan tanggung jawab; dan
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5. persyaratan lainnya sesuai dengan  kKetentuan peraturan
perundang-undangan.

c.  Hibah untuk badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, paling
sedikit tendin alas:

1. Berita Acara Scrah Terima rangkap empat, terdiri dari 2 (dua)
bermaterai cukup, ditandatangani oleh ketua/pimpinan dan
selkretaris, dibubuhi cap Dbadan/lembaga/organisasi scrta
dicantumkan nama lengkap kctua/pimpinan dan sekretaris
badan /lembaga/ organisasi;

2. NPHD;
fotokopi KTP atas nama ketua/pimpinan dan sekretaris
lembaga forganisasi; dan

4. sural pernyataan tanggung jawab muilak.

Bagian Kedelepan
Penggunaan

Pasal 32
Penerima  belanja hibah  wajib menggunakan hibah  sesuai NPHD
dan/atau perubahan NPHID.
Penerima belanja hibah dilarang mengalihkan hibah yang diterima
kepada pihak lain.
Penerima belanja hibah wajib melaporkan dana hibah yang belum
digunakan terhadap kegiatan hibah yang belum gelesai dilaksanakan
sampai dengan akhir tahun anggaran dan melaporkan rencana kegialan
menggunakan sisa dana yang tersedia sesuai dengan  rincian
penggunaan dana.
Penerima belanja hibah wajib mengembalikan sisa dana hibah yang
tiduk digunakan setelah seluruh kegiatan selesai dilaksanakan,

Bagian Kesembilan
Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Paragral 1
Pertanggungrawaban

Pasal 33

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian hibah meliputi:
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permohonan fusulan dari calon penerima hibah kepada Gubernur;
keputusan Gubernur tentang penelapsan dallar penierima hibah;

MI*HIY;

pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah
vang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD, sebagaimana
formal yang lecantum dalam Lampiran vang merupakan bagian tidak
terpisahkan dan Peraturan Gubernur ini;

Bukti trunsfer uang (SP2D] alas pemberian hibah berupa uang, atau
bukti serah tenma [Berta Acara) atas pemberian hibah berupa
barang/jasa; dan

surat pernyataan tanggung jawab dari penerima hibah vang menyatakan
bahwa hibah vang diterima akan digunakan sesuai dengan NFPHD.

Pasal 34
Penerima hibah berupa uang menyvampaikan laporan pengeunaan Hibah
kepada Gubernur melalui SKPD terkait dengan tembusan PPKD dan
bertanggung jawab sccara formal serta material atas penggunaan hibah
vang diterimanya.
Penerima [fibah berupa harang atau jasa menvampaikan laporan
penggunaan  Hibah kepada Gubermur melalui kepala SKPD dan
bertanggung jawab sccara formal serta material atas penggsunaan hibah
vang diterimany:a.
Pertanggungjiawaban penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada
ayat {1} dan ayat (2], terdiri atas:
a. penggunaan hibah berupa vang, meliputi:
1. laporan penggunaan hibah;
2. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa
hibah berupa uang vang diterima telah digunalkan sesuai dengan
NPHD;
3. bukti-bukii pengeluaran yvang lengkap dan sab sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan
4. apabila ada sisa dana vang tidak dipcrgunakan olch pencrima
hibah, maka sisa dana dimaksud harus disetorkan ke kas
Daerah.
b. penggunaan hibah berupa barang atau jasa, meliputi
1. laporan penggunaan hibah;
2. suraf pemyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibab

berupa barang atau jasa yang diterima telah digunakan sesuai
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dengan NPHD; dan

3. salinan bukti serah terima barang atau jasa
Penerima hibabh bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan
laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat {(3) huruf a
anghk: 1 dan huruf b angka 1.
Penerima hibah sclaku objek pemeriksaan, wajib menyimpan bukt:
pengeluaran yvang lengkap dan sah atau salinan bukti serah terima
barang atau jasa schagaimana dimaksud pada ayatl (3} hurufl a4 angka 3
dan hurul b angka 3.
Penyvimpanan bukti-bukti pengeluaran atan salinan bukt serah terima
harang atau jasa sebagaimana dimakswd pada ayat (5) dilaksanakan
sesuai Ketentuan peraturan perundang-undangan,
Format pertanggungjawaban penggunaan hibah scbagaimana dimaksud
pada ayat (3) hurul a angka | dan 2 dan huruf b angka 1 dan 2
tercantum dalam Lampiran yvang merupakan bagian tidak terpisahkan

dar Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 2

Pelaporan

Pasal 33

Laporan penggunaan hibah berupa  uwang/barang/jasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3} houruf a angka 1 dan 2 dan hural b
angka 1 dan 2, disampaikan oleh penerima hibah kepada Gubernur
melalui  Kepala SKPD) terkail selaku pengguna anggaran dan
ditembuskan kepada PPKID.

Laporan penggunaan hibah schagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
lambaat disampaikan pada tanggal 10 bulan Januari tabun anggaran
berikutnya, kecuali ditentukan lamm  sesuai ketentuan peraturan

perundang undangan.

Pasal 36
Laporan penggunaan hibah schagaimana dimaksud dalam Pasal 35
meliputi:
s, sural pengantar yang ditujukan kepada Gubernur melalui PPK-
SKPD;
b. laporan kegiatan, paling sedikil terdiri atas:
1. latar belakang, berisi uraian fentang gambaran umum mengenai
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pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh penerima hibah;
2, maksud dan lujuan, berisi uraian tentang maksud dan tajuan
disusunnya laporan penggunaan hibah;
3. ruang lingkup kegiatan, berisi hasil kegiatan yang telah
dilaksanalkan sesuai dengan proposal hibah yvang telah diajukan;
4. revalisasi pelaksanaan kegiatan berisi uraian tentang anggaran
vang telah dibelanjakan.
2. daftar personalia berisi uraian tentang panitia atau peserta yang
tkut serta dalam kegatan; dan
6. penulup berisi uraian lentang hal-hal yang perlu  untuk
disampaikan oleh penerima hibah terkait dengan kegiatan yang
telah dilaksanakan.
c. laporan keuangan, mcliputi:
1. realisasi penerimaan hibah; dan
2. realisasi penggunaan.
fotokopi laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah;
lampiran bherupa dokumen pendukung lainnya/dokumentasi
kegiatan vang telah dilaksanakan.
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} bermaterai cukup dan
ditandatangani, serta dibubuhi cap oleh ketua/kepala/pimpinan instansi
pemerintah, Gubernur/Bupati/Wali Kota, direktur, atau ketua/pimpinan
Organisas masyarakat.
Format laporan penggunaan hibah schagaimana dimaksud pada avat [1)
dan ayat (2], tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 37

Hibah berupa uang/barang/jasa dicatat sebagal realisasi jenis belanja
hibah dalam program, kegialan dan sub kegiatan pada SKPD terkait
dalam tabun anggaran berkenaan.

SKPD terkait melakukan pencatalan realisasi hibah, untuk selanjutnya
dicantumkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun
anggaran berkenaan.

Hibah berupa barang atau jasa yang belum diserahkan kepada penerima
hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, dilaporkan
sebagal persediaan dalam neraca.

Realisasi hibah berupa barung atau jasa dikonversikan sesuai Standar
Akuntansi Pemerintah pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan
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pada ecatatan atas laporan keuangan dalam penvusunan Laporan

Keuangan Daerah Pemerintah Daerah,

Pasal 38
Draalam hal penerimia hibah tidak menyampaikan pertanggungjawaban
sampai dengan batas akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35,
Pemerintah Daerah memberikan peringatan pertama secara  lertulis
kepada penerima hibah.
Apabila dalam waktu 2 (dua)] minggu setelah peringatan pertama
ditcrima olch penerima hibah, dan pencrima  hibah tetap tlidak
menyampaikan pertanggungjawaban yvang dipersvaratkan, Pemerintah
Daerah memberikan peringatan kedua sccara tertulis kepada penerima
hibah.
Apabila dalam waktu 2 [dua} minggu sctelah peringatan kedua diterima
oleh penerima hibab, dan penernims hibabh tetap tidak menyampaikan
pertanggungjawaban yang dipersyaratkan, Pemeriniah  Dacrah
mwmberikan peringatan ketiga secara lerlubis kepada penerima hibah.
Apabila dalam waktu 2 {dua)] minggu setelah peringalan keliga diterima
oleh penerima hibah, dan penerima hibah tetap tidak menyampaikan
pertanggungjawaban  vang  dipersyaratkan, Gubernur menugaskan
Inspekioral Provinsi Papua Baral untuk melakuksan pemenksaan
terhadap penerima hibah dimaksud.

Bagian Kesepuluh
Aundit

Pasal 39

Penggunaan belanja hibah berupa uang, barang dan/atau jasa sewakiu-
waktu dapat dilakukan audit/pemeriksaan oleh Aparat Pengawas
Internal Pemeriniah.

Penggunaan belanja hibah Derupa uang dengan mila  mula
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah} ke atas wajib diaudil oleh Aparat
Pengawas Internal Pemerintah atan Kantor Akuntan Publik paling
lambat 25 (dua puluh limaj hari kerja setelah pelaksanaan kegiatan
selesal dan/atau akhir tahun anggaran, atau jumiah lain atas perintah
Gubernur,

Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2] dilakukan

meliputi:
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a. kesesuaian penggunaan belanja hibah dengan NPHD dan rencana
anggaran belanja;

b. kepatuban terhadap kelentuan peraturan perundang undangan.

Laporan hasil aodil belamga hilsabh berupa uang schagaimana dimealksud

pada ayat (1) dan ayat {2) disampaikan kepada Gubernur,

BAB IV
BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesalu

Llmum

Pasal 40

Pemerintah Daecrah dapat memberikan  bantuan  sosial  kepada
anggota/kelompok masvarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
Pemberian banluan sosial sebagaimnans  dimaksud pada ayat (1),
dilakukan selelah memproritaskan pemenuhan belanja, urusan wajgb
dan urusan pilihan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Dacrah, EKecuali ditentukan lain scsuai dengan Ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Anggota/kelompok masvarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 avat
(1}, meliputi:

a.

(1)

individu, keluarga, dan/ataun masyarakat vang mengalami keadaan vang
tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ckonomi, politik, bencana,
atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
lembaga nonpemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, sosial dan
bidang lain wvang berperan untuk melindungl mndivido, kelompok,
dan fatau masvarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Pasal 42
Bantuan sosial berupa uang diberikan secara langsung kepada:

a. penerima beasiswa bagl anak mislan;

b. wavasan pengelola yatim piatu;
c. nelayvan miskin

d. masyarakat lanjut usia;

.  masyarakal lerlantar;

f. penyandang cacat berat; dan
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g tunjangan kesehatan bagi putra putri pahlawan yvang tidak mampu.

Bantuan sosial berupa barang diberikan secara langsung kepada:

a. kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan
masyarakat tidak mampu;

b. perahu untuk nelayan misking

¢. makanan/pakaian kepada yvatim piatu/tuna sosial; dan

d. ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Fasal 43
Hantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat {1) dan ayat
(2} terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan vang tidak dapat
direncanakan sebelumnya.
Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat
vang sudah jelas nama, alamal penerima dan besarannya pada saal
penyusunan APBD.
Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon
penerima.
Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dialokasikan uniuk kebutuban akibat risiko
sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang
apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang
lebit besar bagi individu dan/atau keluarga yvang bersangkutan.
Pagu alokasi anggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayvat (4} tidak melebihi pagu
alokasi anggaran yang direncanakan.
Penganggaran bantuan sosial yang tdak dapat direncanakan
sehelumnya schagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam
belanja tidak terduga.
Pengelolaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayal (6]
dilakulkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kriteria Pembernan Bantuan Sosial

Pasal 44
Pemberian bantuan sosial harus dilaksanakan dengan ketentuan:
a. selektf;

b. memenuhi persyaratan penerima bantuan sosial;



(2]

3]

(4]

(3]

&3}

c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan
tertentu dapat berkelanjutan; dan

d. sesuai dengan tujuan penggunaan.

Kriteria selektil sebagaimana dimaksud pada ayal (1) huruf a diartikan

hahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima vang

ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial dan tidak

untuk diberikan kembali sebagai bantuan kepada pihak lainnya.

Kriteria persyaratan penerima bantuan sosial scbagaimana dimaksud

pada ayat {1) huruf b meliput::

a.  memiliki identitas yang jelas; dan

b. berkedudukan dalam wilayah adminisirasi Pemerintah Provinsi
Papua Barat.

Kriteriaz hersifat sementara dan lidak terus mencrus, kecuali dalam

keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1} huruf ¢ diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan

tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf ¢ diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan scliap tahun

anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.

Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:

a. rehabilitasi sosial;

b, perlindungan sosial;

¢. pemberdayaan sosial;

d. jaminan sosial;

. peoanggulangan kemiskinan; dan

f. penanggulangan bencan:.

Pasal 45

Bentuk risiko sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat {2} dan ayat
(3] melipnati:

P

risiko vang terkait dengan siklus hidup seperti kelaparan, penyalait
kelurangan gizi, cacat fisik dan/atau mental, masyvarakat terlantar,
anak-anak yatim piatu, orang lanjut usia/jompo, dan orang sakit;

tisiko wang terkail dengan kondisi ckonomi seperti falar miskin,
pelajar/ mahasiswa dari keluarga tidak mampu, dan tuna wisma;

risiko vang terkail dengan lingkungan seperti kekeringan, banjir, gempa
bumi, tanah longsor, hencana alam lainnya, dan terisolasi/ masyarakat
tertinggal.
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Bagian Ketiga

Tujuan dan Jenis Kegiatan

Pasal 46
Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6) hurul
a dituyjukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan
sescorang vang mengalam disfungsi sosial agar dapat melaksanakan
fungsi sosialnya sccara wajar.
Perlindungan sosial scbagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat [6)
huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dan
guncangan dan kerentanan  sosial  seseorang, keluarga, kelompok
masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan
kebutuhan dasar minimal.
Pemberdayaan sosial schagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6]
huruf ¢ ditujukan untuk memgadikan sescorang  atau kelompok
masvarakat vang mengalami masalah sosial mempunyal daya, schingga
mampu memenuhi kebutuhan dasarmya.
Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalatn Pasal 44 ayat (6) hurul d
merupakan skema yvang melembaga untuk menjamin penerima bantuan
agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yvang lay:
Penangpulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44
ayat (6) hurul ¢ merupakan kebyakan, program, dan kegiatan yang
dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakal yang lidak
mempunyat atau mempunyal sumber mata pencahiarian dan tidak dapat
memenihi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat
[6) huruf f merupakan scrangkaian upaya yang ditujukan untuk

rehabilitasi pasca bencana,

Pasal 47
Jenis kegiatan rehabilitas sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44
ayat (6) hurul a vang dapat diberikan bantuan sosial meliputi:
a. pembinaan kewirausahaan;
b. bimbingan mental spintual;
¢.  bimbingan fisik; dan
d. bimbingan sosial dan konseling.
Jenis kegiatan perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal
44 ayat (6] huruf b yang dapat diberikan belanja bantuan sosial meliputi:
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a. bantuan langsung,

b, penguatan kelembagaan;

c. advokasi sosial; dan

d. bantuan hukum.

Jenis kegiatan pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal
44 gyat (6) huruf ¢ yang dapat diberikan belanja bantuan sosial melputi:
a. peningkatan kemauan dan kemampuan;

pelatihan keterampilan;

peralatan usaha dan tempat usaha;

peningkatan akses pemasaran hasil usahiss;

penataan lingkungan;

moop oG

supervisi dan advokasi sosial; dan

g. pendampingan.

Jenis kegiatan jaminan sosial sebagaimana dimeaksud dalam Pasal 44
ayat (6] huruf d vang dapat diberikan belanja bantuan sosial mcliputi
tunjangan berkelanjutan dan bantuan iuran asuransi kesejahteraan
sosial.

Jenis kegiatan penangsulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 44 ayat (6] huruf e yang dapat diberikan belanja bantuan
sosial meliputi;

penyvuluhan dan bimbingan sosial;

pelavanan sosial;

penvediaan kesempatan kerja dan berusaha;

penyvediaan akses keschatan dasar;

penvediaan akses pendidikan dasar; dan

f. penyediaan akses pelayanan perumahan dan pemukiman.

o ap gop

Jenis kegiatan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 44 ayal (6) hurul [ vang dapat diberikan belanja bantusn sosial
meliputi:

a.  penyediaan dan penyiapan pasokan pemenuhan kebutuhan dasar,
berupa air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, kesehatan, dan
penampungan;

b. pemulihan darurat prasarana dan sarana; dan

c. bantuan perbaikan rumabh masyarakat.
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Bagian Keempat

Pengajuan dan Persyarulan Permnohonan

Pasal 48
Anggota/kelompok masyarakat schagaimana dimaksud dalam Pasal 40
ayal (1) dapal mengajukan permohonan tertulis bantuan sosial kepada
Gubernut.
Permohonan  tertulis sebagaimana dimaksud pada avat (1) dapat
disampaikan kepada SKPI)  terkail  sesual  kelentuan  peraturan
perundang-undangan.
Gubernur menunjuk  SKPD  terkait untuk  melakukan evaluasi
permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
SKPD terkait schagaimana dimaksud pada ayat (2] sesuai dengan hidang
tugas vang diatur dalam Peraturan Gubernur terkait tugas ungsi PT.
Permohonan tertulis schagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi
dengan proposal, persyaratan administrasi dan jika diperlukan dokumen
teknis bantuan sosial disampaikan dan  diadministrasikan/dicatat
melalui bidang vang melaksanakan fungsi surat masuk.
Permohorian  tertulis  bantuan  sosial dan  proposal  sebagaimana
dimaksud pada ayat {4}, dibubuhi cap stempel dan ditandatangani olch:
a. ketua dan sckrelaris alau  sebutan  lain bagn  lembaga
nonpemerintahan; dan
b. pemohon dan dikctahui serta dibubuhi cap RT/RW, Lurah/Kepala
Kampung bagi individu, keluarga, dan/atau masyarakat.
SKPD terkait melalukan penclitian kelengkapan permohoman tertulis
bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
4.  proposal;
b. persvaratan administrasi; dan
c. dokumen teknis usulan bantuan sosial jika diperlukan.
Apabila terdapat ketidaksesuasian anlara surat permohonan dengan
dokumen proposal, persyaratan administratif dan  jika diperlukan
dokumen teknis usulan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada
ayal (7) tidak memenuhi kelengkapan persyaratan secara administratil,
maka dikembalikan kepada pemohon yang bersangkutan.
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Pasal 49

Permohonan tertulis  bagi  lembaga  nonpemerintah  scbhagaimana

dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, dilengkapi proposal yang memual

mnlorimasi tentang:

.

oo
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k.

1.

latar wclakang,

maksud dan tujuan;

hasil yang diharapkan;

lokasi pelaksanaan;

waktu pelaksanaan;

data umum organisasi/lembaga;

alamat lengkap;

daltar personalia pelaksana dan susunan kepengurusan lembaga;
rencana anggaran bidya;

nomor rekening bank yang masih berlaku;
nomor pokok wajib pajals; dan

penutup.

Selain proposal schagaimana dimaksud pada avat (1), permohonan

bantuan sosial bagi lembaga non pemerintahan, wajib melampirkan
persyaratan administrasi, meliputi:

d.

akta notaris mengenai pendirian lembaga atau dokumen lain yang
dipersamakan,

surat pernyvalaan tanggung jawab;

surat keterangan domisili dari desa/keluraban setempat;

izin operasional/tanda daftar lembaga dari instansi yang berwenang;
bulti kontrak sewa gedung/bangunan, bagi lembaga yang kantornya
MEenYCwWa;

salinan Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atas nama ketua
dan sekretaris atau sebutan lain; dan

salinan rekening bank yvang masih aktil atas nama lembaga dan
dilegalisir oleh bank berkenaa,

Dikecualikan dari ketentuan pada avat (1) huruf k dan ayat (2) huruf a,

huruf d dan huruf [, untuk belanja bantuan sosial kepada lembeaga

nonpemerintah yang bersifat nonformal yang herperan  melindungi

individu, kelompok, dan/alkau masvarakat dari kemungkinan terjadinya

tisiko sosial.
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Pasal 50

Permohonan tertulis bagl individu, keluarga, danfataun masyvarakat

sehagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, paling sedikit memuat

informasi tentang:

a. maksud dan tujuan penggunaan;

b. jumlah bantuan sosial yang dimohonkan;

e, identitas lengkap penerima bantuan sosial, terdini atas:

1. nama lenghkap;

2. tempat dan tanggal lahir;
3. alamaf lengkap; dan

4, pekerjaan atau aklivilas.

d. Salinan atau fotokopi nomor rekening atas nama penerima belanja
bantuan sosial; dan

e. salinan atau fotokopi KTP clekironik.

Permohonan teriulis bagi individu, keluarga, danfatau masyarakal

sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, dilengkapi dengan proposal paling

sedikit melipati:

a. latar belakang;

h. susunan kepengurusan bagi masyarakat;

¢c. domisili sckretarial;

d. salinan KTP elekironik yvang masih berlaku; dan

e. salinan rekening bank yvang masih aktif atas nama individu,
keluarga, dan/atau masyvarakat dan dilegalisir olch bank berkenaan.

Persyaratan administrasi bagi individu, kKeluarga, dan/atau masyarakat

paling sedikit meliputi:

a. sural keterangan domisili dari desa/kelurahan setempat;

h. fotokopi KTP elektronik yang masih berlaku atas nama individu,
keluarga, dan/atau ketua, sckretaris dan bendahara atau sebutan
lain bagi masvarakat; dan

¢. fotokopi rekening bank yang masih aktil atas nama individu,
keluarga, dan/atau masyarakal calon penerima bantuan sosial.

Persyaratan dokumen teknis usulan bantuan sosizl bagh individu,

keluarga, dan/atau masyarakat ditetapkan oleh SKPD terkant.

Pasal 51

Penyampaian permohonan banfuan sosial untuk uang dianggarkan
dalam APBD paling lambat pada minggu pertama Oktober tahun

anggaran sebelumnya.
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Penyampaian permohonan bantuan sosial untuk barang dianggarkan
dalam APBD paling lambat minggn terakhir bulan September tahun
anggaran scbelummnya.

Penyampaian permohonan bantuan untuk sosial uwang dianggarkan
dalam Perubahan APBID paling lambat pada minggu pertama Juli tahun
anggaran betjalan.

Penyampaian permohonan bantuan sosial barang untuk dianggarkan
dalam Perubahan APBD paling lambat pada minggu pertama Juni tahun
anggaran berjalan,

Bagian Kelima

Evaluasi Permohonan

Pasal 52
SKPD terkait melakukan evaluasi terhadap usulan permohonan bantuan
sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (2}
SKPD scbagaimana dimaksud pada ayat (1) ditctapkan dalam Kepulusan
Crubernur.
SKPD terkail sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan
evaluasi permohonan bantuan sosial meliputi aspek legalitas,
administratif dan substansi kegiatan, kewajaran serta kepatutan biaya
yvang diunsulkan.
Evaluasi aspek legalitas schagaimana dimaksud pada ayat (2] yakni
dengan meneliti kebenaran dan keberadaan calon penerima bantuan
sosial.
FEvaluasi aspek administratifl sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni
dengan meneliti kebenaran dan keberadaan dokumen proposal
pengajuan bantuan sosial.
Evaluasi aspek substansi kegiaian, kewajaran serta kepatutan biaya
schagaimana dimaksud pada ayat (2) vakni dengan meneliti kesesuaian
kegiatan vang diusulkan dengan program/kegiatan SKPI) dan/atau tidak
lumpang tindih dengan program kegialan SKPD serla Kewajaran dan
kepatutan atas sctiap komponen biaya yang diusulkan berdasarkan
standar biaya scsuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
atau biaya yang berlaku umum di lingkungan Pemerintah Daerah.
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Pasal 53

Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1)
menyampaikan hasil evaluasi yvang diluangkasn dalam Berita Acara Hasil
Evaluasi berupa rekomendasi beserta daflar nominatif calon penerima
bantuan sosial dan besaran bantuan sosial kepada Gubernur melalui
TAPL.

TAFD memberikan pertimbangan atas rekomendasi scbagaimana
dimaksud pada avat (1] sesuai dengan prioritas dan kemampuan
keuangan daerah yang dituangkan dalam Daftar Nominatif dan
disampailkan kepada SKPT terkait.

Format hasil evaluasi berupa reckomendasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), terlampir dalam Lampiran yvang merupakan bagian tidak

terpisahkan darn Peraturan Gubernur ini,

Jasal 54
Bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat
dircncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayal
(4] didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/fatau keluarga
yang bersangkutan.
Permintaan  tertulis schagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
disampaikan kepada Gubernur melalui SKPD terkait dilakukan cvaluasi
dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Evaluasi berupa rekomendasi
beserta daltar nominatil calon penernima bantuan sosial vang tidak dapat
direncanakan dan besaran bantuan sosial untuk mendapat persetujuan
Gubernur.
Gubernur memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan secara
langsung atas permohonan bantuan sosial,
Format hasil evaluast berupa rekomendasi sebagaimana dimaksud pada
ayal (3], terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ind.

Pasal 535
Rekomendas Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD dan persetujuan
langsung Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2]
menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam
rancangan APBD /APBI-P.
Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada avat (1),

melipuli anggaran bantuan sosial berupa uang dan barang.
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Bagian Keenam
Penganggaran Bantuan Sosial

Pasal 56
Belanja bantuan sosial berupa uang atau barang dicantumkan dalam
REHEA-SKPD terkail.
RKA-SKPD schagaimana dimaksud pada ayat {1] menjadi dasar
penganggaran belanja bantuan sosial dalam APBD scsual  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yvang berlalu.

Pasal 57

Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan
pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub
rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesual dengan
tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial
tercantum dalam Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APTID tahun
berkenasn, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau
keluarga vang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Bagian Ketujuh

Pelaksanaan

Pasal 58

Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa vang atau barang berdasarkan
atas DPA/Perubahan DPA-SKPD.

LH

(]

(3)

Pasal 59

Gubernur menctapkan daflar penerima dan besaran bantuan sosial
dengan Keputusan Gubernur berdasarkan Peraturan Daerah tentang
APHD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APDBID.

Penyaluran dan/falan penverahan bantuan sosial sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial
yang tercantum dalam Keputusan Gubernur,

Penyaluran/penyerahan  banluan sosial kepada individu dan/atau
keluarga vang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagmimana
dimaksud dalam Pasal 54 ayatl (1) didasarkan pada permintaan lertulis

beserta lampiran dari individu dan/fatau keluarga yang bersangkutan
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serta mendapat persctujuan Gubernur setelah dicvaluasi olch SKIPD
terkait.

Penvaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial berupa uang dilakukan
dengan cara pembayaran langsung (L3} dan disalurkan melalui rekening
Kas Umum Daerah ke rekening penerimna bantuan sosial.

Penvaluran dan/atau penyerahan bantoan  sosial  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan kuitansi sebagai bukt

penerimaan uang dan dibubuhi meterai secukupnya.

Bagian Kedelapan

Pencairan Bantuan Sosial Berupa Uang

Pasal 60

Pencairan Bantuan Sosial berupa uang berpedoman pada  ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(1)

2]

(3]

Pasal 61

SKPD terkait menyviapkan rancangan Keputusan Gubernur tentang
daftar penerima bantuan sosial dalam bentuk uang berdasarkan
Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang
Penjabaran APBD serla mengajukan rancangan tersebut kepada
Gubernur melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat.
Penerima  bantuan  sosial berupa uang mengajukan  permohonan
pencairan bantuan sosial kepada Gubernur melalui SKPD terkait dengan
formal sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian
yang lidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Permohonan pencairan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(2} dilengkapi dengan persyaratan administrasi pencairan, meliputi:
a. Bantuan sosial untuk individu paling sedikit terdin dari:

1. suraf permohonan pencairan bantuan sosial;

2. salinan KTP atas nama penerima bantuan sosial;

3. sulinan rekening bank vang masib aklil alas nama pcncerima

bantuan sosial.
4. kuitansi rangkap empat dan bermaterai cukup ditandatangani
dan dicantumkan nama lengkap penerima bantuan sosial; dan

5. sural pernyataan tanggung jawab muollak.

h. Bantuan sosial untuk keluarga paling sedikit terdiri dari:

1. surat permohonan pencairan bantuan sosial;
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5.

salinan KTP dan Karlu Kehiarga atas nama kepala keluarga
penerima bantuan sosiat;

salinan rekening bank yang masih aktif atas nama penerima
baniuan sosial.

kuitansi rangkap empal dan bermaterai cukup ditandalangani
dan dicantumian nama lengkap penerima bantuan sosial; dan

surat permohonan pencairan bantuan sosial;

BGantuan sosial  untuk  masyarakat | dan/fatau lembaga

nonpemerinizhan, terdiri dari:

L.

3.

surat permohonan pencairan bantuan sosial, dilengkapi rincian
rencana penggunaan bantuan sosial;

salinan KTP atas nama ketua atau pimpinan, sekretaris dan
bendahara pengurus lembaga atau organisasi penerima bantuan
sosial;

salinan rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga alau
OTEAnisas.

kuitansi rangkap empat dan bermaterai cukup ditandatangani
oleh ketua atau pimpinan dan  bendahara, dibububi  cap
lembaga/organisasi seria dicantumbkan nama lengkap; dan

surat pernyataan langgung jawab mutlak.

Proscs pencairan bantuan sosial berupa uang dilaksanakan oleh SKFD
terkait berdasarkan SPP dan 5PM dari SKT'D terkait.

Persyaratan administrasi schagaimana dimaksud pada ayat (3] secara

rinci diatur dalam Standar Operasional Prosedur yang diterbitkan oleh

BUD.

Berdasarkan SPM, Kuasa BUD mencrbitkan SP2D.

Poa=al 62

Penerima bantuan sosial berupa uang bertanggung jawab scpenuhnya secara

formal atas kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan kepada

Pemerintah Daerah dan juga bertanggung jawab secara material alas
penggunaan bantuan sosial vang diterimanya.
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Bagian Kesembilan

Penyaluran Bantuan Sosial Berupa Barang

Pasal 63

SKPD terkait menyiapkan rancangan Kepulusan Gubernuar lentang

daftar penerima bantuan sosial dalam bentuk barang berdasarkan

Peraturan Dacrah tentang APBD dan Peraturan Gubermnur teniang

Penjabaran APBD serta mengajukan draft tersebut kepada Gubernur

meialui iro Hukum Sckretariat Daerah Provinsi Papua Barat.

SKPD pengguna anggaran baniluan sosial melakukan proses pengadaan
barang sesuai DPA/DPPA-SKPD dan ketentuan peraturan perundang-
undangan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Penverahan bantuan sosial berupa barang dilakuian oleh Kepala SKI'D

pengguna anggaran baniuan sosial kepada pencerima bantuan sosial,

yang meliputi:

a. bantuan sosial untuk individu, terdiri atas:

1.

2.
X

Berita Acara Serah Terima rangkap cmpat yang bermaleral
cukup, ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap
penerima baniuan sosial;

salinan KTP atas nama penerima bantuan sosial; dan

sural pernyataan tanggung jawab mutlak.

b. bantuan sosial untuk keluarga, terdiri atas:

1.

.13

3.

Berita Acara Serah Terima rangkap cmpat yang bermaterai
cukup, ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap kepala
keluarga penerima bantuan sosial;

salinan KTP atas nama kcpala keluarga penerima bantuan
sosial; dan

surat pernyataan tanggung jawab mutiak.

c. bantuan sosial untuk kelompolk masyarakal /lembaga

nonpemerintah, lerdiri atas:

1.

Berita Acara Serah Terima rangkap empat yang Dbermaterai
cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap serta dicantumkan
nama lengkap ketua atau pimpinan atau sebutan lain kelompok
masyarakat ata lembaga nonpemerintah;

salinan KTP ketua atau pimpinan atau sebutan lain kelompok
masyarakat atau lembaga nonpemerintah; dan

surat pernyataan tanggung jawab mutlak.
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Bagian Kesepuluh
Penggunaan

Pasal 64
Penerimma bantuan sosial wajib menggunakan uvang dan/atau barang
yang diterima sesuai dengan peruntukan vang dicantumban dalam
propos:al permohotian yvang diajukan dan sesual dengan yang ditctapkan
dalam DPA.
Penerima bantuan sosial dilarang mengalihkan uang dan/atan barang

vang diterima kepada pihak lain,

Bagian Kesebelas
Pertangpungjiawaban dan Pelaporan

Paragraf 1
Pertanggungjawaban

Pasal 65

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial

mcliputi

a. usulan/permintaan tertulis dan calon penerima bantuan sosial
kepada Gubernur;

b. keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penerima bantuan
sosial;

¢. pakta mtegntas dari penerima baniuan sosial yang menyatakan
bahwa bantuan sosial yang diterima alean digunakan sesusd dengan
usulan; dan

d. bulkti transfer SP2D atas pemberian bantuan sosial berupa uang
atau bukii serah ierima barang alas pemberian bantuan sosial
berupa barang.

Pertanggungjawaban scbhagmimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan

hurufl ¢ dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individao dan/atan

keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 66
Pencrima bantuan sosial bertanggung jawab sccuara formal dan meateril
atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.

Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud
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pada ayat (1), meliput::

a. laporan penggunaan belanja bantuan sosial;

b. sural pernyataan tangsung jawab mutlak vang menyatakan bahwa
bantuan sosial vang ditcrima telah digunakan sesuai dengan
proposal yang telah disetujui;

¢. Bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan hagi penerima bantuan sosial
berupa uang; dan

d. salinan berita acara serah terima barang bagi penerima bantuan
sosial berupa barang,

Penerima bantuan sosial bertanggung jawab atas kebenaran dan

keabsahan laporan penggunaan belanja bantuan sosial sebagaimana

dimaksud pada avat (2] hurul a.

Penerima bantuan sosial sclaku objek pemeriksaan wajib menyimpan

bukti pengeluaran atau salinan bukti serah terima barang schagaimana

dimaksud pada ayat (2) hurul ¢ dan huruf d dan dilaksanakan scsuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Format pertanggungjawaban pencrima bantuan sosial sebagaimana

dimaksud pada ayat (2] hurul a dan huruf b tercantum dalam Lampiran

yvang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 67
'PKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individua
dun/atau keluarga vang tidak dapat direncanakan sebelumnya paling
lambat tanggal 5 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayal (1] memuat nama
penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang dilerima oleh

masing-masing individu dan/atau keluarga.

Paragrafl 2
Pelaporan

Pasal 68

Laporan penggunaan bantuan sosial berupa uang dan barang dan surat

pernyataan langgung jawab mutlak scbagaimana dimaksud dalam Pasal 66

ayal (2} huruf a dan hurufl b, disampaikan oleh penerima bantuan sosial

kepada Gubermur paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran
berikulnya kepada Kepala SKPD terkail selaku Pengguna Anggaran dengan



tembusan kepada PPED.
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Pasal 69
Delanja bantuan sosial berupa wang alau barang, dicatal sebagal
realisasi pada jenis belanja bantuan sosial dalam program dan kegiatan
pada SKPD terkait.
SKPD terkail melakukan pencatatan realisasi bantuan sosial, untuk
selanjutnya dicantumkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Dacrah
dalam tahun anggaran berkenaan.
Bantuan Sosial berupa barang yvang belum diserahkan kepada penerima
bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan,
dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.
Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar
akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan
diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan

laporan keuangan Pemerintah Provinsi.

BAB V
MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 70
SKPPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah
dan baniuan sosial,
Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayal (1)
disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Inspektorat
Provinsi Papua Barat dan SKPD terkait.
Untuk melakukan monitoring dan evaluasi sehagaimana dimaksud pada
ayat {1} SKPD terkait dapat membentuk tim monitoring dan evaluasi atas
pemberian hibah dan bantuan sosial.
Tim monitoring dan cvaluasi atas pemnberian hibah dan banluan sosial
schagaimana dimaksud pada ayat (4] ditetapkan dalam Keputusan
Gubernur.

BADB VI

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR

ramal 71

Penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, polaporan dat
pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian belanja hibah



dan belanja baniuan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.
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DAI3 VII
LAIN-LAIN

Pasal 72

Dalam hal pengelolaan hibah dan/atau bantuan sosial tertentu diatur
lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan
pengelolaan dimaksud dikecualikan dari Peraturan Gubernur ini.

Untuk pelaksanaan hibah dan/atau bantuan sosial tertentu diatur lain
dengan peraturan perundang undangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1] Gubernur dapat menunjuk SKPD yang membidangi sesual tugas
dan fungsi terkait untuk melakukan evaluasi.

Pasal 73

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dilaksanakan pada perangkat

daerah terkail sesuai dengan (ugas dan fungsinya dengan mempedomani

Peraturan Gubernur mengenai tugas dan fungsi perangkat daerah.

BAB XIV
KETENTUAN I'ENUTUP

Pasal 74

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka:

.

Peraturan Gubernur Papua Baral Nomor 460/24/X/2011 Tahun 2011
tenitang Pedoman Pengelolaan Hibah Dan Bantuan Sosial Pemerintah
Provinsi Papua Barat;

Peraturan Gubernur Papua Haral Nomor 5 Tahun 2019 fentang
Penerimaan Hibah Untuk Badan Layanan Umum Daerah Unit
Pelaksanan teknis Daerah Pengelolaan Kawaan Konservasi Perairan
Kepualauan Raja Ampat;

Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 9 Tahun 2019 lentang Tata
Cara Pencrimaan Dan Pengelolaan Hibah Atau Sumbangan Dari Pihak
Ketiga Kepada Pemerintah Provinsl Papua Baral;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 75

Peraluran Gubernur ing mulal berlaku pada tanggal divndangkan,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan

(rubernur ini dengan penempatannyva dalam Berita Daerah Provinsi Papua

Barat.

Ditctapkan di Manokowari

pecda tanggal 6 Juni 2022

Pi. GIIBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTI

PAULUS WATERPAUW

Diundangkan di Manolowari
pada tanggal & Juni 2022

SEKRETARIS DATRAH PROWVINGT PAFPLIA T3ARAT,

CAP/TTD

NATANIEL D. MANDACAN

DERITA DAERAIL PROVINS! PAPUA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 22

Dr. Robgfti K.K. Hammar., M.Hum., M.M.

Pembina Utauna Madya IV,/d
NI 19650818 1992031022



(. CONTOH FORMAT NASKAH PERJANJIAN ITIBAH DAERAI [NPHT)

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPIID)
ANTARA
PEMERINTAH PROVINS] PAPUA BARAT
DENGAN

TAHUN ANGGARAN. ...

Pada hari ini ......... tanggal ......bulan....... tahun......yang bertanda tangan di
bawah ini;

I1.

Mama

NIP z:: S—

Pangkat

Jabatan

Umnit Kerja

Dalam hal ini bertindak untuk dan atss nama Pemerintah Provinsi
Papua Barat berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor
PISRPtc 3= 11111 ceieeenalanggal tentang Penunjukan Kuasa
Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Kepada Kepala
Badan/Dinas/Biro dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua Baral, yang
selanjuinya discbul PIHAK PERTAMA

Mamsa
Jabhatan
Alamat S B R

Yang bertindak untuk dan atas nama. .............. yang sclanjutnya dalam
Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini disebut PIHAK PERTAMA

Kedua belah pihak sepakat unink melalkukan Perjanjian Hibah Dacrah berupa
uang/ barang dengan ketentuan scbagal berikutl:

Pasal 1
JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

(1} PIHAK PERTAMA memberikan hibah............... kepada PIHAK KEDUA, berupa

uang

schesar R e [iimmaesaiah) atau barang/jasa



berupa.............[Jjelaskan spesilikasinya)
(2] PIHAK KEDUA menyatakan menerima Hibah dari PIHAK PERTAMA berupa

(3] Hibah sebagaimansa, dirmakesud  pada ayat (1) dipergunakan
BRI s i e sesuai dengan rencana Penggunaan

Hibah Musulan yang merupakan bagian vang tidak terpisahkan dari naskah
perjanjian hibah daerah ini, meliputd:

No. | Urzian ' Jumliah

(4] Penggunaan Hibah sebagaimana ayat (2] bhertujuan

(5] Uang, barang atau jasa scbhagaimana dimaksud pada ayat (1} dipergunakan
untuk....... dan merupakan bagian yang ftidak terpisahkan dan naskah

perjanjian hibah daerah ini.

Pasal 2
PENCAIRAN HIBAH

(1) Pencairan Hibah berupa uang yang bersumber dan Anggaran Pendapatan
dan DBelanja Daerah (APDD) Provinsi Papua DBarat Tahun..... . dilakukan
sesual dengan ketentuan dan peraluran yang berlaku.

{2) FIHAK KEDUA mengajukan Usulan kepada PIHAK PERTAMA, dengan
dilampiri:

. Naskah Perjangian Hibah Daerah;

b Fotokopi rekening Bank;

¢. Pakta Integritas atau Surat Pernyataan Tangoung Jawab Mutlak;

d. Kuitansi rangkap empat bermaterai cukup;

e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ketua atau pimpinan pencerima hibah.

(3) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1} dibayarkan melalui
pemindahbulkuan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Papua Barat ke
RERening Baik . ..icavmimavnsmsmmomssmeo PR TR o o o s e
selaku PIHAK KEDUA dengan Nomor Rekening......ccoovririrennarnenenes ;

(4} PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan Hibah yang diterima kepada pihak

Taaim.



(5) PIHAK KEDUA selelah menerima pencairan Hibah dar PIHAK PERTAMA,
segera melaksanakan kegialan dengan berpedoman  pada Rencana
Pengauinaan Hibah/Usulan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
KEWAJIBAN PIHAK KETIIA

(1] Menandatangani Pakla Inlegritas atau Surat Pernyatasn Tanggung Jawab
Hibah,

(2] Apabila digunakan untuk pengadaan bamang dan jasa, maka  proses
pengadaan barang dan jasa sesuai dengan permioran perundang-undangan.
(3) Membuat  dan menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Hibah  kepada

Gubernur melalu Dinas/Badan /Biro.

(4] Apahila sampai akhir kegiatan masih terdapat sisa dana hibah, dan wakiu
vang telah ditenfukan berkewajiban mengembalikan ke Kas Umum Daerah
Provinsi Papua Barat dengan Nomor Rekening ..o, dan menyenahkan
bukti setorannya kepada BPEKAD

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

(1} Mencairkan Hibah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas
pengdajuan pencairan dana talah dipenihi oleh PIHAK KEDUA,

(2] Menunda pencairan Hibah apabila PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi
porsyaratan yvang ditelapkan.

(3] Melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan Hibah.

(4} Melakukan pemeriksaan atas-penggunaan Hibah.

Pasal 5
SANKST

Apabila PIHAK KEDUA melanggar Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 2 ayat (4] dapat
dikenai sanksi administratif berupa peringatan penundaan/penghentian
pencairan /penyvaluran Hibah atau sanksi lain sesuai keleniuan perundang

undangan.



Pasal 6
LAIN-LAIN

{1} Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 2 (dua), lembuar
pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyal
kekuatan hukum sama.

(2} Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih Ianjut

dalam Addendum.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

Matlerai Rp10.000,00

(Namsa Jelas & Gelar) {Nama Jelas & Gelar)



H. CONTOH FORMAT NASKAI PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD) UANG
BERTAHAP

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH {(NPHD) UANG BERTAHAP
ANTARA
PEMERINTALI PROVINSI PAPUA BARAT
DENGAN

redddbrr R AR b FFEAALF

TAHUN ANGGARAN......

Pada hari ini _........ tanggal ......bulan,.....tahun.... _yang bertanda tangan di

bawah im :

I

I

Narm:s

NII? R e
Pangkat

Jabatan

Unit Kerja

Bertindak uniuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Papua DBarat
berdasarkan Kcputusan Gubernur Papua Barat Nomor ... ... Tahun
_________ tanggal......Tahun..... tentang Penunjukan Kuasa
Penandatanganan Naskah Pegjanjian Hibah Daerah kepada Kepala
Badan /Dinas/ Biro dilingkungan FPemerintah Provinsi Papua Barat, yang
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama
No. KTP
Jabhatan
Alarmal

Dertindak untuk dan alas nama ... vang sclanjulnya dalam
Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini disebut PIHAK PERTAMA.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah berupa
uang,/ barang dengan kelentuan sebagai berikut:



Pasal 1
JUMLAIL IDAN TUJUAN HIBAH

(1) IHAK PERTAMA memberikan hibah........c...... kepada PIHAK KEDUA,
berupa uang  sebesar Rp ... [.....rupiah) atau barang/jasa
berupa.............[jelaskan spesifikasinya)

(2} FIHAK KEDUA menyatakan menerima Hibah dari PIHAK PERTAMA berupa
ueng/barang aebesar B ... fu sl

(3] Hibali  scbagaimana, dimaksud padas  ayat (1) dipergunakan
O s L Sesuali dengan rencana  Penggunsan
Hibah /usulan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah
perjanjian hibah daerah ini, meliputi:

No. Uraian I Jumlah
|
(4] Penggunaan Hibah sehagaimana ayat {2} bertujuan
B2 5 E T ] e R

(3) Uang, barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dipergunakan
untuk....... dan merupakan bagian vang tidak terpisahkan dari naskah
perjanjian hibal daerah ini.

Pasal 2
PENCAIRAN 1IIBAH

(6) Pencairan Hibah berupa uang vang bersumber dan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah [APBD) Provinsi Papua Barat Tahun...._. dilakukan
secara bertahap, dengan rincian sehagai berikut:

[ No. | - Uraian ' Jumlah




Tahap : 11
No. | Uraian ] Jumlah

Pencairan Tahap I, PIHAK KEDUA mengajukan Usuh!an kepada PIHAK
PERTAMA, dengan dilampiri:

Naskah Perjanjian Hibah Dacrah;

Fotokopi Rekening Bank;

Pakta Integritas/Sural Pernyaluan Tangpung Jawab Mutlalk:

=2 I - -

Kuitansi rangkap empal bermaterai cukup; dan
e. Folokopi Kartu Tanda Penduduk ketua/pimpinan penerima hibah.

(1) Pencairan Tahap II/Tahap selanjuinya, PIHAK KEDUA mengajukan usulan
kepada PTHAK PERTAMA, dengan dilampiri:
a. Laporan Penggunaan Dana Hibah Tahap I/Tahap sebelumnya;
b. Kuitansi rangkap dua bermatrai  cukup, dilandatangani  oleh

ketua/pimpinan penerima

(2] Ilibah sebagaimana dimaksud pada pasal | ayat (1) dibayvarkan melalui
pemindahbukuan dari Kas Umum Daerah Provinsi Papua Barat ke
Rekening Bank ...... atas nama ......selaltu PIHAK KEDUA dengan Nomor
Rekening ............

(3] PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan Hibah yang diterima kepada pihak
Lain.

{4] PIHAK KEDUA setelah menerima pencairan Hibah dar PIHAK PERTAMA,
segera melaksanakan kegiatan dengan  berpedoman pada Rencana
Penggunaan Hibah /Usulan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1} Menandatangani Pakta Integritas/Suratr Pernyataan Tanggung Jawab Hibah.
{2} Apabila digunakan untuk pengadaan barang dan jasa, maka proses
pengadaan barang dan jasa sesual dengan peraturan perundang-undangan.

(3] Membuat dan menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Hibah kepada
Gubernur melalui Dinas/Badan / Biro.

(4) Apabila sampai akhir kegiatan masih terdapat sisa dang hibah, dan wakiu
yvang telah ditentukan berkewajiban mengembalikan ke Kas Umum Daerah



Provinsi Papua Barat dengan Nomor Rekening ........._........ dan
menyerahkan bukti selorannya kepada BPKAD

Pasal 4
HAK IDAN KEWAJINRAN PIHAK PERTAMA

{1) Mencairkan Hibah apabila seluruh persyararan dan kelengkapan berkas
pengajuan pencairan dana talah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA.

{2} Menunda pencairan Hibah apabila PIHAK KEDUA tidak atau belum
memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

(3] Melaksanakan evaluasi dan monitoring alas penggunaan Hibah.

(4] Melakukan pemeriksaan atas penggunaan Hibah.

Pasal 5
SANKSI

Apabila PIHAK KEDUA melanggar Pasal 1 ayat {3) dan Pasal 2 ayat (4} maka
dikenai sanksi adminisiratif berupa peringatan penundaan atau penghentian
pencairan atau  penyaluran Hibah atau sanksi lain sesual  ketentuan

perunlang-undangan.

Pazal 6
LATN-LAIN

{1} Naskah Perjanjian Hibah Daerah [NPHD)] ini, dibuat rangkap 2 {dua),
lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga
mempunyai kekualan hukum sama,

{2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih
lanjut dalam Adendum.

FIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

Materai Ep10.000,00

(Narna Jelas & Gelar) (Nama Jelas & Gelar)



I. CONTOH FORMAT NASKAH PERJANJIAN 1HIBAH BARANG DAERAH

CONTOH FORMAT
NASKAH PERJANJIAN HIBAH BARANG DAERAH

ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
DENGAN
TAHUN ANGGARAN .....coveeuenrees
Yada hari ini ......... tanggal ... Bulan. oo tahun ... yang bertanda
tangan di bawah ini;
I. Nama - (Nama Jelas & Gelar)
NIP
Jabatan 3 e
2 B R RS

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Papua Baratl bendasarkan
Keputusan Gubernur Papua DBarat Nomor ... . Tabun. ... . tanggal ... ;
Tahun...... tentang Penunjukan Kuasa Penandatanganan Naskah Perjsuygian
Hibah Daerah Kepada Kepala Badan/Dinas/Biro di lingkungan Pemerintah
apua Baratl, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

II. Nama D T (Nama Jelas & Gelar)
NIF :
Jabatan e R
Unit Kerja
Bertindaic untuk dan atas nama il yang selanjutnya

dizcbut PIHAK KEDLUA.

Kedua belah pihak scpakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah berupa
Barang dengan ketentuan sebagai berikut:



Pasal 1
JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

(1) PIHAK KESATU memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa barang
dengan rincian sebagai berikut:

No. | Jenis Barang Jumiah

i S

{2} PIHAK KEDUA menyatakan penerima hibah barang dan PIHAK KESATL,
dalam kondisi baru, lengkap dan scsuai spesifikasi tekmis jenis barang,.

(3} Hibah barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk
sesuail dengan Rencana Penggunaan Hibah pada Usulan yang mernipakan
bagian yvang lidak terpisahkan dari naskah perjanjian hibah daerah ini.

Pasal 2
PENYALURAN DAN PENGGUNAAN HIBAL

{1} Penyaluran hibah berupa barang wvang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah (A’BD) Provinsi Papua Baral Tahuan ... ..
dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima Barang.

{2} Untuk penvaluran hibabh scbagaimana dimaksud pada ayat (1), PHHAK
KEDUA mengajukan usulan kepada PIHAK KESATU, dengan dilampiri;

a Naskah Perjanjian Naskah Daerah; dan
h. Benta Acara Serah Terima Barang;

(31 libah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat {1 disalurkan melalui
pemindahtanganan dar PIHAK KESATU kepada PIHARK KEDUA,

(4] PIHAK KEDUA sctelah menerima penyaluran hibah dari PHIAK KESATU,
segera nenggunakan dan atau memantaatkan sesuai Rencana Penggunaan
llibah pada Usulan scsuai peraturan Perundang-undangan.

(5) PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan barang vang telah diterima kepada
pibak lain.



Pasal 3
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) Melaksanakan dan bertanggung jawab penuh baik secara formal dan
materil atas penggunaan dan/atau pemanfaatan barang vang didanai dari
APBD Provinsi Papua Barat yang telah disetujui PIHAK KESATU dengan
berpedoman pada Rencana Penggunaan Pengguna Hibah Darang alau
Usulan sesuai peraturan perundang-undangan.

(2] Membuatl dan menyampaikan laporan Penggunaan Hibah berupa Barang
kepada Gubernur Papua Barat melalui QPD terkait disertai dokumen Derita
Acara pada saat serah terima barang.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PHIAK KESATU

(1) Menverahkan barang, apabila syaral-syarat tclah dilenglkapi berkas
pengajuan penyahiran hibah barang oleh PIHAK KEDUA.

{2) Menunda penyerahan hibah barang apabila PIHAK KEDUA, tidak atau
belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

(3] Melaksanakan evaluasi dan moniloring atas penggunaan atau

pemanflaatan hibah barang tersebul.

Pasal 5
SANKSI

Apabila PIHAK KEDUA melanggar Pasal 2 ayvat (5) maka dikenai sanksi
admimisiratil berupa peringatan  tertulis, penundaan atau penghentian

penyaluran hibah atau sanksi lain sesuad dengan ketentuan peraturan

perundang undangan yang berlaku,

Pagnl &
LAIN-LAIN

(1) Naskah Perjanjian Hibah Dacrah (NPHD), ini dibual rangkap 2 | dua |,
lembar pertama dan kedua masing- masing bermaterai cukup schingga

mempunyai kekuatan hulkum sama.



(2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih
Lanjut dalam Adendum.

PIIIAK KEDUA PIHAK PERTAMA

(Nama Jelas 8& Gelar) (Nama Jelas & Gelar)



J. CONTOH FORMAT SURAT USULAN PENCAIRAN DAN RINCIAN RENCANA
PENGGUNAAN HIBAH/BANTUAN S051AL (BERUPA UANG)

KOP SURAT PEMERINTAI/PEMERINTAH DAERAH /PERUSAHAAN DAIERAH
MASYARAKAT fORGANISAST KEMASYARAKATAN

{tempat}, {tgl/bulan){tahun)

Kepada

Nomor : Yth.Gubernur Papua Barat
Sifat : C.q. Sekretaris Daerah
Lampiran : 1 {satu) Berkas Provinsi Papua DBarat
Perihal : Usulan Pencairan dan Rincian di-

Rencana Penggunaan Hibah f Tempat

Bantuan Sosial (herupa uang)

Menunjuk surat kami nomor........ Tanggal....... tahun......

perihal Usulan Bantuan Biaya, bersama ini kami mengajukan
usulan pencairan Hibah/bantuan sosial sebesar Kp..............
dengan rincian rencana penggunaan sebagaimana terlampir.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini  kami
lampirkan persyaratan pencairan belanja  hibah/bantuan  social
Tahun Anggaran 20XX.

Demikian usulan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak
divcapkan terima -kasih.

Hormat kami,
Pemohon
(nama Jelas pimpinan fditanda
tangan fdi cap)



Lampiran Surat Permohonan Pencairan Hibah /Bantuan Sosial
Morror

Tanggal :

RINCIAN RENCANA PENGOUNAAN
HIBAH,/BANTUAN SOSIAL
HERUPA UANG

No. | " Uraian Kegiatan / Peﬂp;éuﬂéﬁﬂ -_ | Jumlah {Rp) { Keterangan

t | : 5
e ey ]
B B
S VR ¥
5 Doy
dst
Jumlah )

Pemaohon

(nama Jelas pimpinan /ditanda
tangan fdi cap)




K. CONTOH FORMAT SURAT USULAN PENCAIRAN DAN RINCIAN RENCANA
PENGGUNAAN HIBAH /BANTUAN SOSIAL (BERUPA BARANG)

KOP SURAT PEMERINTAH/PEMERINTAH DAERAH /PERUSAHAAN DAERAT]

MASYARAKAT /ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Nomaor
Sifat
Lampiran
Penhal

ftempat], {tgl/bulan){iahun)

Kepada
Yih.Gubernwr Papua Barat
C.q. Sckretaris Dacrah

- 1 (satu) Berkas Provinsi Papua Barat
: Pengajuan Penyvaluran dan di-
Rincian Rencana Penggunaan Hibah f Tempat

Bantuan Sosial (herupa barang)

Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Papua Barat

Nomor....... Tahun i tentang  Penjabaran APBD Tahun ...
bersama ini kami mengajukan penyaluran Hibah/bantuan sosial
barang DErupa ........eceee.-- dengan rncian renciana  penggunasn

sehagaimana terlampir.

Demikian usulan kami, atas perkenaan dan bantuan Bapak
diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Pemohon

{namsa Jelas pimpinan/
ditanda 1angan /di cap)



Lampiran Surat Permohonan Pencairan Hibah/Bantuan Sosial

F _\.____,._1

Momaor
Tanggal ©
RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN
HIBAH /BANTUAN SOSIAL
BERUPA BARANG

Na., Jenis Barang, Jurmlah [Rp) Kelerangan
e =
A e P R e P R e R
3 . e B
: 2

Jumlah

Pemohon

inama Jelas pimpinan fditanda
tangan/di cap)



L. CONTOIT FORMAT PAKTA INTEGRITAS HIBAH DAN SURAT PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB MUTLAK USULAN HIBAH UANG

Lambang

(Nama lembaga /OrganisasiPelaksana)

PAKTA INTEGRITAS USULAN IIBAH TTANG

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama

Jabatan

Tempat/Tangeal Lakr
Jabutan dalam organisasi
Bertindak untuk dan atas nama

Alamat

Nomor KTF
Nomor Telp /HP
& il

Penerima dana hibah sebesar

Dengan ini, menyatakan dengan schbenamya bahwa untuk memenuhi tujuan

transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana Hibahe

1. Bertanggung jawab penuh baik formal maupun materiil atas penggunaan
Hibah yang diterima;

2. Akan menggunakan Hibah sesuai dengan rencana penggunaan usulan yang
telah disetujui;

3. Menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Hibah; dan

4. Bersedia diaudit secara independen sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung
Jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

<nama kota, tanggal, bulan, tahun=
FENEEIMA HIBAH
Materaa Rp10.000,00

(nama lenglkap)



Lambang
(Nama lembaga/OrganisasiPelaksana)

QURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAR MUTLAK USULAN HIBAH UANG
Momor ;...

Yang bertanda tangan di bawah ini . ., bertanggung
jawab penuh atas kebenaran laporan Realisasi penggunaan dana hibah untuk

Tahun AnNgEaran.......... dari APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
sehesar Rp....- [oeeeeenne }.

Bukti bukti realisasi pembayaran kepada pihak keliga yang tercantum
dalam laporan tersebut disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan untuk
kelengkapan adminisirasi dan  keperluan  pemeriksaan  aparat  pengawas
fungsional.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarmya.

<nama kota, tanggal, bulan, tahun-~
PENERIMA HIBAH

Materai Rp10.000,00

[nama lengkap)



M. CONTOH FORMAT

PAKTA

INTEGRITAS DAN SURAT

TANGGUNG JAWAB MUTLAK USULAN HIBAT BARANG

Lambang

(Nama lembaga /Organisasi Pelaksana)

PERNYATAAN

PAKTA INTEGRITAS USULAN HIBAH BARANG

Nama

Jahatan

Tempat/Tanggal Lahir
Jabatan dalam organisasi
Bertindak untuk dan atas
e

Alamat

Nomor KTP

Nomor Telp/HP

e-mail

Penerima dana hibah schesar

dengan ini, menvatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi tujuan

transparansii dan akuntabilitas penggunaan dana hibah barang, menyatakan:

1. Bertanggung jawab penuh baik formal maupun materiil atas penggunaan

Hibah yang diterima;

2. Akan menggunakan/memanfaatian hibah barang iersebul sesuai dengan

rencan: penggunasn dalam usulan yvang telah disetujus; dan

3. Rersedia diperiksa scsuai peraluran perundang undangan.

Demikian permyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung

jawab serta tidak ada unsur paksaan dan pihak manapun.

=mAma kola, tanggal, bulan,

tahun=

(samakan dengan tanggal NHFPD)
PENERIMA HIBALI BARANG
Mileral Rpl0.000,00
(Nama .Jelas & (ielar]



Lambang
(Nama lembaga /OrganisasiPelaksana)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWADR MUTLAK USULAN HIBAH BARANG
Nomor ...

Yang bertanda tangan di bawah ind ., . bertanggung
jawab penuh atas kebenaran laporan Realisasi penggunaan dana hibabh Darang
untuk Tahun AnNggari.......... dari APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan
Tengah sebesar Rp....o- [o-oeeeoao -

Bukti bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga vang tercantum
dalam laporan terschut disampaikan sesual ketentuan peraturan perundang-
undangan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat
pengawas fungsional.

Demikian Sural Pernyataan ini dibuat dengan sebenammya.

=nama kota, tanggal, bulan, tahun-
PENERIMA [HIBAH

Materai Rp10.000,00

(nama lengleap)



N. CONTOH BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH BARANG

BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH BARANG

Wemaers o enesig
Pada hari inf............... o langgal ...ooecoociinne. 714 515 | A tahun ... kami
masing- masing:
[nama jelas & gelar) <jabatan= berkedudukan di Jalan...........ooorrioeeeeee dalam

hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah
Provinsi DPapua Baraf, selanjutnya disebut PIHAK
PERTAMA,

(nama jelas & gelar) <jabatans berkedudukan di Jalan........................... dalam
hal ini bertindak uwntuk dan atas nama Organisasi
Individu /Masyvarakat, vang selanjuinya discbut PIHAK
KEDUA.

Pasal 1
PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada FIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA
MCTICTIINA dari PIHAK PERTAMA berupa hibah barang

Pasal 2
Hibah barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Berita Acara ini
merupakan Hibah Pemerintah Provinsi Papua Barat kepada PIHAK EEDUA

dalam rangka sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Pasal 3
Penerima Hibah dilarang  menjual/memindahiangankan, menyerahkan
sebagian atau seluruhnya, sesual peruntukan/penggunaan hibah berdasarkan

ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 4
Dengan serah terima hibah barang ... sehagaimana
dimaksud dalam Pasal | Berita Acara ini, maka PIHAK KEDUA wajib
melaksanakan perawatan/pemeliharaan dan bertanggung jawab terhadap
risiko vang melekal pada barang ... termasuk kehilangan,
musnah atau hal-hal lain, sesuai dengan peraturan perundang undangan.



Demikian Berita Acara ini dibuatl dengan scsungguhnya dan ditandatangani
dalam rangkap 4 {empat), untuk dipergunakan scbagaimana mestinya.

<nama kota, tanggal, bulan, tahun=-

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
(MAMA JELAS & GELAR] (NAMA JELAS & GELAR]
'angkat ... fanglal .

IR o e B i i



0. CONTOH LAPORAN PENGGUNAAN ITIDBAIL

Lambang
[nama lambang/organisasi Pelaksana)

LAPORAN PENGGUNAAN HIBAH DARI PEMERINTAH PROVINSI PAFUA BARAT
TAHUN ANGCGARAN 20...

UNTUK
<sebutkan Namsa/Judul Kegiatan vang dibiayai dari Hibah>
IAlamat Lembaga/Organisasi Pelaksanal

[BULAN dan TAHUN Laporan]



DAFTAR TSI

DATA POKOK PENERTIMA BANTUAN......... i
I. LAPORAN KEGIATAN. ...iiiiiorimmmmirirmmmarirasitis sas s siidininassnsbassnsinnenn 1

L. Latar Belakamg. . iiaienirerersssrssecmcmmnsesesssirinsssssssanannnsees  GOSE
Maksud dan TUJUaN. . i pres oo ce st i dadasaian s nannas b

b

Ruang Lingkup Kesiatar. ... cioveiiermsicon oot bhas s snainaai dnn an W

Realisasi pelaksanaan Keglatan. ..o XX

W gl

Dafllar Personalia =x
Pelalesini . .ol L SN
1. Realisasi Penerimaan Hibah_ . iiiirrraarrrnrrnaaeeeaee

#

2. Realisasi PenNgguiastl. ..
TH: EAMPIREAN oo i i

2

1. Dokumentasi Kegiatan Barang. ... i
2. Salinan Naskah Perjanjian Hibabo oiiiniinnainas

#

4



KATA PENGANTAR

<diuraikan kata pengantar maksimal 1 (satu} halaman=

<nama kota/tempat, tanggal, bulan, tahun=
= nama jabatan pimpinan>

<nama lengkap>

=NIP...jika ada=



DATA POKOK PENERIMA HIBAL

Jenis Bantuan (diisi Hibah)
Naskah Perjanjian Iubah = (Nomor,tanggal, bulan,
tahun)

Judul Kegiatan ___

Lokasi Kegiatan

(Desa, Kelurabanp, Kecamatan, Kabupaten,
Kotamadya, Propinsi

Karakteristik  Kegiatan: Pembangunan  Fisik, Pemeliharaan/Renovasi,
Pengembangan Bangunan Fisik, Pembelian Barang; Pengadaan Sarana dan
Prasarana, Kegiatan Non-Fisik, Peruntukan Lannya. (scbutkan). =diketik dan
pilih; salah satu dari jenis karakieristik”

Nama Organisasi

Alamatl Jalan

Kelurahan __Distrik Kabupaten fKota Propinsi
Kade Pos

Alamat Surat ___Jalan /PO Box, Kode Pos

Telepon Fax __ E-mail Pengurs Ketua

NollP/Telp Sckretaris No HP/Telp



LAPORAN KEGIATAN

1. Latar Belakang
<diuraikan latar belakang kcgiatan scsual dengan usulan yang
digjukan sebelumnya:=

2. Maksud dan Tujuan
<diuraikan Maksud dan Tujuan sesuai dengan usulan yang
diajukan schelumnyas

3. Ruang Lingkup Kegiatan
<diuraikan ruang lingkup kegiatan sesuai dengan usulan yang
diajukan schelumnya=-

4, Realisasi pelaksanaan Kegiatan
<diuraikan realisasi pelaksanaan kegiatan melipuli, namun ldak
terbatas, perihal waktu pelaksanaan, tempat/lokasi kegiatan,
jumlah dan asal peserta, hasil-hasil yvang dicapai, dan lainnya yang
relevan sehingga dapat menggambarkan kegiatan pokok dengan

semestinva>

5. Daftar Personalia Pelaksana
«diuraikan dan disajikan personalia pelaksanan meliputi surat
keputusan, jabatan dalam organisasi/kegatan, dan lainnya yung
relevan=>

6. Penutup

«diuraikan kata penutup paling banyak 10 {sepuluhj baris>

PENERIMA HIBAH

[nama lengkap)



1. lLaporan Keuangan

1.

Realisasi Penerimaan Hibah
Realisasi penerimaan Hibah Tahun ... adalah  sebesar

Dana bantuan terscbut diterimsa melalui rekening
NOMOT....coovneen.. pattda Bank. Ll =sebutkan nama, nomor rekening
dan berikutnyas= pada tanggal.............. <gsebutkan tanggal, bulan,
lahun=

Realisasi Penggunaan

Realisasi Penerimaan dana hibah ... Tahun ...... sehesar
Rp....

R o e B e e «terbilang=) dan penggunaan
dananya sehesar 34 s SO
[oereerrnmneeeeeeinsansnnnmnnnneeneennsnnannnenanaSlECDIlANE>] Sehingga terdapat Saldo
1Jana sebesar 11 SR e
b R S TR e zterbilangs)

Rincian penerimaan dan penggunaan dana Tahum .................. adalah

schagal berikutl:

o | Anggaran
| No. | Uraian Penggunaan oL Realis:as Prcmt}ﬂa&re
i | rencana Realisasi
i . belanja
| 1 R 3 4 5=/ 3*100
N i Sl
: Jumlah | ; )
KETUA PENERIMA HIBAH BENDAHARA PENERIMA HIBAH

(nama lengkap) (nama lengkap)




M. Lampiran
1. Dokumentasi Kegiatan Barang
2. Salinan Naskah Perjanjian Hibah



P. CONTOH FORMAT SURAT PENGANTAR KEPALA OPD KEPADA GUBERNUR
PAPUA BARAT TENTANCG HASIL EVALUAST USULAN DANTUAN S0OSIAL

KOP SURAT OPD

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

Manokwari, (Lgl/bulan}-{tahun)

Kepada
I {satu) Berkas Yih. Gubernur Papusa Barat
Hasil Evaluasi Usulan Bantuan U.p. Ketus Tim
Sosial Tahun Anggaran...... Anggaran Pemerintah
Dacrah
i
Tempat

Berdasarkan  surat  usulan  bantuan  biaya  dari
Badan/Lembaga/ Organisasi/ Masyarakat, kami telah melakukan
evaluasi dengan mempertimbangkan prioritas serta keterkaitan
dengan  penyvelenggaraan  program  dan  kegiatan  Pemerintah
Provinsi Papua Daral.

Jumlah usulan schanyak . usulan senilai
dan berdasarkan hasil evaluasi telah disetujui  sebanyak.....
usulan senilai By
L oo e cmm A s b tcterhilanigs ). yang:  temdin
dari:

| No. Uraian | Jumlah Usulan [  Nilai (Rp) |
1 [ Usulan  bantuan  sosial - r .

daerah berupa uang
Usulan bantuan sosial
dacrah berupa barang

Sebagai bahan perlimbangan Dapak, terlampir lkami
sampaikan Berita Acara dan Daftar Nominatil Calon Penerima

Hibwah Barang dimaksud.




Demikian kami sampaikan, atas perkenan dan perhatian
Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala OFD....
(mama jclas
pimpinan /ditandatangani/dicap)



Q. CONTOH FORMAT BERITA ACARA HASIL EVALUASI USULAN BANTUAN
SOSIAL

KOF SURAT OFPD

BERITA ACARA HASIL EVALUASI USULAN BANTUAN SOSIAL

Pada hari ini oio..cotanggab oo Bulan.oe Tabun .. .. . kami
Tim Evaluasi Usulan Bantuan sosial pada ..o, yang dibentuk
berdasarkan Surat Keputusan Kepala OPD ... Nomor ........... Tanggal
........... , telah melakukan evaluasi atas usulan bantuan sosial Tahun Anggaran
20X XK.
Berdasarkan hasil evaluasi, kami memberikan penilaian scbagai berikut:
! WIS, yan | Hasil Evaluasi
. ; masuk ] -
No | Liraian — Nilai | F= Keterangan
B ._Ii_umlah (Rp) ‘, Jumlah 5, Nilai (Rp} : L
1 2 3 4 | 5 & 7
1. | Usulan bantuan | ] ! _
sosial dacrah | E
berupa uang _ t |
| 2. |Usulan bantuan | ! ) |
| sosial daerah i
|| berupa barang I
mEE _ |

Rincian hasil evaluasi disajikan sebagaimana terlampir:
1. Daftar Nominatif Calon Pencrima Bantuan Sosial-Uang; dan

2. Daftar Nominatif Calon Penerima Banluan Sosial-Barang,.

Demikian Berita Acara ini, kami buat dengan penuh tanggung jawab
dalam 4 {empat) rangkap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM EVALUASI

Nama Lengkap/NIF Tanda Tangan
D o L::. ;

2 5 2.

e o e e 2 -



E. CONTOI FORMAT DAFTAR NOMINATIF CALON PENERIMA DBANTUAN
SOSIAL

DAFTAR NOMINATIF CALON PENERIMA BANTUAN S0OSIAL
TAHUN ANGGARAN ....

Nama QPD
Jenis Hibah @ Uang/Barang

[ Besaran Bantuan
Nama Calon Alamat Rencana | Sosial
| N i ket
= Penerimsa Lengkap | penggunaan | Usulan 1lasil
Evaluasi
i 2 1 & | 5 i e
I rarans s ' " i
. . | S
B Flases s s
e
& oSk [ ) B
! Tolal s N -
i i adleme oo s he

Manolkwari, tgl/bln /tahun

Kepala OFD........ Ketua Tim Evaluasi

[Nama jelas/NIP/di cap) (Nama jelas/NIP)



S. CONTOH FORMAT URAT PENGANTAR TAPD KEPADA GUBERNUR PAPUA
BARAT TENTANCG PERTIMBANGAN USULAN BATUAN SOSIAL

KOP SURAT SETIA

SURAT PENGANTAR TAI'D KEPADA GUBERENUR PAPUA TBARAT
TENTANG PERTIMBANGAN USULAN BATUAN S0SIAL

Manokwarl, (tgl/bulan)-(tabun]

Nomor

Silat : kepada

Lampiran : 1 [satu) Berkas Yth. Gubernur Papua Baral
Perihal : Hasil Pertimbangan Usulan Bansos di

Tahun Anggaran...._. Tempet

Memperhatikan hasil evaluasi dari OPD atas usulan
bantuan biaya dari Badan /Lembaga / Organisasi
Kemasyarakatan,  Masyarakat, kami telah melakukan
penelashan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan
dacrah dan mempertimbangkan prioritas pemenubhan belanja
wrusan wajib vang ditetapkan dalam peraturan perundang
undangan.

Berdasarkan hasil penclashan tersebut, kami melaporkan
hahwa vang melakukan evaluasi usulan belanja bantuan sosial
sehbanyak ........0PD, dengan herdasarkan hasil penelaahan
kami dapat dipertimbangkan untuk disetujui sebanyak ...

usulan scnilai 2 S L et
e s o T DEANEST  FHDE T
dari:
[ TR ™ I Nilai
: sie | Sigmgonn Tumnlah Usulan - Nilai (Rp]
| Uang Barang | Uang Barang
W @ 3 4 [ & 6
= | ’
- e = e | —
2. -
L 3 WP Lme—
|| Jumiah |




Sebagai bahan pertimbangan  bapak, terlampir  kami
sampaikan Berita Acara dan Daftar Nominatil Calon Penenma
bantuan sosial dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perkenan dan perhatian

Bapak Gubermur disampaikan terima kasih.

KETUA TAI'D

Nama jelas
M



. CONTOH FORMAT DAFTAR NOMINATIF CALON PENERIMA HIBAH HASIL

PERTIMBANGAN TAPD

DAFTAR NOMINATIF CALON PENERIMA HIBAH HASIL PERTIMBANGAN TAPD

Jenis Hibah: Uang/Barang

TAHUN ANGGARAN ...

Nama = i Besaran libah (Rp) i
Lengkap | Alamat | Rencana Hasil | ] ]
No. | Perlimbangan | Ket |
[ Calon Lengkap | Penggunaan | Usulan | Evaluasi |
« ; TAPD
| Penerima OPD
1| 2 3 4 i 6 7 ]
70 I [~ 1]
: ! "'—|.I
| 3. |dst -
| 1 rotal | ;
P 1

KETUA TAI'LD

Nama jelas



U, CONTOH PAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTHGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini, dalam rangka penerimaan dana

bantuan hibah dari Pemerintah Provinsi Papua Barat, dengan ini menyatakan

bahwa saya:

E:
2.

‘I."_u'l

Tidak melakukan praktek KKN;

Akan melaporkan kepada pihak wvang berwajib/berwenang apabila
mengetahui ada indikasi KKN dalam rangka penerimaan bantuan hibah ini;
Dana bantuan hibah kepada yvang diterima akan dipergunakan scsuai
dengan rincian penggunaan bisys dan/atan Naskabh Perjanjian Hibah
Daerah (NPHD);

. Apabila kami melanggar hal-hal vang tersebut pada angka 1, 2 dan 3 kami

bersedia dikenal sanksi adminisimasi, diluntol ganili rogl alas kerugian
daerah dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

Menyampaikan laporan penggunaan dana bantuan hibah ini kepada
Gubernur Papua Barat ¢.q. Kepala OPD melalui PPKD.

Kami bertanggungjawab sccara formal mavpun material atas pengounaan
dana bantuan hibah ini;

. Kami akan menyimpan dengan beaik bukti-bukti pengeluaran yang lengkap

dan sah atas pertanggungjawaban bantuan ini untuk dipergunakan

sebagaimana mestinya selaku obyek pemeriksaan.

Monokwart, . .. oooiooiia.

Penecrima Bantuan Hibah
Organisasi/Lembaga
Kemasyarakatan



V. CONTOH KUITANSI

KUITANSI

Nomor: ......

Sudah Terima Dari @ Kepala OPTY .o iasninmmssre s nsimmrssansm s omman cestannasmsrreen
Uang Sejumlah o) i T
Terbilang B e A R S el

Untuk Keperluan +  Pembayaran Banfuan Hibah Kepada .............

Tahun AnNgEaran_ . ._.........

Berdasarkan data penerima sechagal berikut:

Belanja . Bantuan Hibah kepada Organisasi/
Lembaga Kemasyarakalan

1 Namsa

Foto Warna 4x6 o

Pekerjaan

Satuan Kega

“Bank e

Nu. Rekening

Sumber Dana

Bank/Pos
MANOKWATL . iuasiiimmrans smmon s
Setuju dibayar Diibayar Lunas Oleh: Yang Menerima
Kepala OPD. ..coaviein Bendahara
Pengeluaran
Materei Rp10.000
PRI oo s s s i b= 1 - NAINA. - ccvsaminisiininrnrasianasas

M. ... oo SR NI i



W, CONTOII CEK LIST KELENGKAPAN DOKUMEN PENERBITAN SP2D LS

BANTUAN HIBAH/BANSOS

KOP SURAT PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

CEK LIST KELENGKAPAN DOKUMEN
PENERBITAN SP2T) L5 BANTUAN HIBAH fBANSOS

Nama OFD

Nomor S

Tanggal SPM

MWilai BFM

MNama I'cnerima

Sumber Dana

Verifikator | Keterangan

1. | Penerbitan SPP

‘Menurut | Menurut i-
No. | Uraian PPK
| OrD BPKAD |
¥ 9 3 4

—
)

1. | SBural pengantar SPP-LS {SPT Lembar 1)
2. | Ringkasan SPP-LS [SPP Lembar 2]
E Rincian SPP-LS (8PP Lembar 3)
-4, | Salinan SPD
' 5. | Persetujuan/disposisi dari _

% Gubernur/Wagub/Sekda

6. | Persetujuan fu'.nmlhtman pencairan

bagi pemohon Bansos dari instansi

vertikal/organisasi semi

7. | Fotokopi identitas diri bagi pemohon

bansos vang ditandatangani oleh Ketua

| dari kelompok masyarakal/perorangan

k
|

pemerintah /organisasi kemasyarakatan |

i Hibah /Bansos ata nama Lembaga
i untuk pemohon dari lembraga

H. Nomor Rekening Bank dan Penenima




10.
1.

Kuitansi bermaterei, ditandatangani
oleh penerima hibah /bansos,
bendahara OPD

ﬁrnmsal awal

hibah /bansos

Rincian rencana penggunaan dana

| penggunanan

akan digunakan sesual dengan rencana

Pakta integritas bahwa hibal /bansos

[13.

| 14.

|
: Multlak

| Penerbitan SPM

SK panitia/lcgalitas lembaga
Surat Pernyatasn Tangoung Jawab

1.

| SPM yang diparal PPE, distempel telah
diverifikasi, ditandatangani PAJKPA

duan lerterd cap dinas

CATATAN OPD

— =m0

Tanda v untuk keberad

CATATAN BPKAI

%

13

Kesimpulan . Ya

Dinyatakan lengkap dan dapal
! dipertimbangkan untuk diterbitkan
SP2T)

Tanda tangan
PPK I'PRD

Verifikator BPKAD

Kepala Sub Bidung

Tidak Keterangan :
Diisi oleh

veritilcator
BEPREAL

Manokwar, .o

Perbendaharaan

B e L

IMnyatakan lengkap

' Pada tanggal

aan, keabsahan, kebenaran perhifungan dan o

kelengkapan dokumen pendukung.



X. CONTOH CEK LIST KELENGKAPAN DOKUMEN FENERBITAN SP2ZD LS
BANTUAN SOSIAL STUI LANJUTAN
FEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
CEK LIST KELENGEAPAN DOKUMEN
PENERBITAN SP2T 1.5 BANTUAN SOSIAL STUDI LANJUTAN
Nama O}
Nomor SPM |
Tanggal SPM i
Nilai SPM i .
Nama Penerima |
Sumber Dana
[ | Menurut | Menurut |
|; Uraian | K Verifikator | Kelerangan
’. OPD | BPKAD
=3 2 3 g | 5
1. | Pemerbitan SPP = |
1. | Surat pengantar SPP-LS (SPP Lembar 1) | S =
3. | Ringkasan SPP-LS (SPP Lembar 2) | S N
3: :m SPP-LS {mm:ir 3) SR e SR o S
4. f: Salinan SPD = - _5_
5. | Persctujuan/disposisi dan
. Gubernur/Wagub/Sckda
6. | Surat p{?nimhm&miran bansos |
7. | Rincian rencana pi'.ragﬁnaﬂ.n dana S ]
| bansos
8. | Fotokopi KTP elektronik (e-KTP) dan | ]
kartu mahasiswa pemohon
9. | Nomor Rekening Bank dari Penerima
Bansos atas nama pribadi .
| 10. | Surat keterangan masih aklif kuliah ] [
: yang ditandatangani pihak kampus
11. | Fotokopi ijazah S1/82 ' -
12, | Kuiwintasi bermaterei, ditandatangani




oleh penerima bansos, bendahara OPD

dan pengguna anggaran OFD

| 13. | Pakta intcgritas bahwa hibah, bansos
akan digunakan sesuai dengan rencana
penggunaan

i4. | Surat Pernyataan Tangpung Jawab
| Mutlak

15. | Proposal awal

Ii. | Penmerbitan SPM

1. | SPM vang diparal PPK, distempel telah
diverilikasi, ditandatangani PA /KA

dan tertera cap dinas

]

CATATAN OI*D

~ CATATAN BPKAD

- - Kesimpulan

| Dinvatakan lengkap dan dapat
dipertimbangkan untuk diterbitkan
SP2D

[ e

LU EFE

Tidak | Keterangan |

|
i
e —

Diisi oleh

verifilcator

BPKAL

i
|
-:
|

Tanda tangan
PPK PPKD

Venhkator BPEAD

Manokwari, e

" Kepala Sub Bidang

Perberddaharaan

...... Frnnonnf 200, Dinyatakan lengkap
Pada tanggal

1

‘Tanda Y unfuk kcberadaan, keabsahan, kebenaran perhitungan dan

kelengkapan dokumen pendulkung.




Y. CONTOH SURAT PERMINTAAN PEMDBIAYAAN (SPP)

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
cevereeneserensann o ANAMA OPD TEKNIS)

SURAT PERMINTAAN PEMBIAYAAN (51717

NOMOR: .o f oo (NAMA OPD TEKNIS/SPE/ ... /20xx
[ RINCIAN (RENCANA] PENGGUNAAN TAHUN ANGGARAN 2021
| NO. ~ URAIAN JUMLAH {Rp)

e | o i e e s T S R e S Ly e s e e R e e e i i
Dst, | i
t {
| ; |
! | JUMLAH | i |
! . i M |

Terhil e e R s e e
| Terbilang S |
NEETEORETT. . . s s s 20w
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Z. CONTOH SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJIAWAR MUTLAK (SPTJM)

SURAT PERNYATAAN TANGOGUNGJAWARB MUTLAK
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Mama

Nomor Identitas (KTP/SIM])
Alamat

Jabatan

Nomor HP /Telp

Bertindak untuk dan atas nama

Dengan ini menyatakan babwa scbhagai penerima Uang Belanja Tidak Terduga
sesual  dengan Sural Permintaan Pembiayaan  dan Rinclan  Rencana
Penggunasan Dana Belanja Tidak Terduga serta pelaksanaannya telah
mematuhi Peraturan Gubernur Papua Barat tentang Pedoman Pengelolaan
Belanja Tidak Terduga dan pcraturan perundangan undangan terkait scsuai
ketentuan yvang berlaku serta saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap
penggunaan dana Belanja Tidak Terduga dimaksod.

Apahila dikemudian hari diketahuwi  terfjadi penyimpangan  dalam
penggunaannyva sehingga menimbulkan kerugian daerah, maka sava bersedia

mengganli dan menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Daerah serfa bersedia
menerim:a sanksi sesusl perdluran perundangan-undangan vang berlaku.

Demikian Surat Pernyvataan ini dibuat dengan penubh kesadaran dan rasa
tanggung jawab serta untuk dipergunakan scbhagaimana mestinya.

Manokwari, .. 2000
Yung membual permyalaan,

Materai Rp10.000

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,
CAP/TETH

PAULUS WATERPAUW

Salinan sesus aslinya

Dr. Robe

Pembina Utama Madya IV /d
NIP. 19650818199203 1022

ammar., M.Ham., M_M.



